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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

o
g+ Esdanye

U Es dengan titik di bawah
Ul Dad D De dengan titik di bawah
L Ta T Te dengan titik di bawah
5 Za Z Zet dengan titik di bawah
& ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

s Fa F Fa

viii



) Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

J Nun N En

9 Wau w We

® Ha’ Ha

s Apostrof
] Ye

Hamzah (s ya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia
1. Vokal
Vokal b

atau monoftong
Vokal t

transliterasinya

pan tanda ().

iri atas vokal tunggal

tanda atau harakat,

Nama
a
‘ i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

Cs fathah dan ya’ ai adani

E= tathah dan wau au adan u




Contoh:

S kaifa
J j-“ : haula

2. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf,transliterasinyazberupa huruf d a, yaitu:

Harakat dan Nama

Huruf

dan garis di atas

an garis di atas

lan garis di atas

3. Tamarbutah

Transliterasi untuk ta@’ marbutarrada dua, yaitu ta’ marbiitah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah
[t].sedangkanza’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbiitah itu di transliterasikan dengan ha [h].



Contoh:

JL‘H“'N‘ 3-"2’53 : raudah al-atfal
Lol 80 al-madinahal-faditah
32 <o : al-hikmah

-

4. Syaddah(Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid (= ), dalam trg@@literasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang. g
Contoh:
: rabbana

 ngjjaina

Jika hur i i idahului oleh huruf

kasrah ( &—),
Contoh:

5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Jyalif
lam marifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf gamariyah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis
mendatar (-).
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Contoh:

LA | : al-syamsu(bukan asy-syamsu)
ﬁj’_!jj’\ - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
22242 al-falsafah

AL - al-biladu

6. Hamzah

Aturan transliterasi huru enjadi apostrof (°) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di aun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilargg 3 Jpa alif.

Contoh:

yang sudah lazim dan menjadi bagian®dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah.Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh.
Contoh:
Syarhal-Arba’tnal-Nawawt

RisalahfiRi’ayahal-Maslahah
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8. Lafzal-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: &bl ‘%> - dinullah
e : billah

al (All Caps), dalam
g penggunaan huruf
kapital berdasa : i erlaku (EYD). Huruf
kapital, misaln menulis a diri (orang, tempat,
bulan) dan huruise 3 ARSSRR- |imat. ol didahului oleh kata

huruf A dari kata sandang tersebu akan huruf kapital (al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:

Wa maMuhammadunillarasil

Inna awwalabaitinwudi’alinnasilallazibiBakkatamubdarakan
Syahru Ramadanal-laziunzilafihial-Quran
Nasiral-Dinal-Tiist

NasrHamidAbuZayd

Al-Tufi

xiii



Al-Maslahah fial-Tasyri” al-Islamt
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan Aba
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abt al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi: Abi Zaid, Nasr Hamid (bukan, Zaid
Nasr Hamid Abii)

B. Daftar Singkatan
gng dibakukana

SWT. ubhanahu Wa Ta‘ala

SAW. Sallallahu ‘A Wasallam

AS ‘Alaihi

H

M

SM

I idup saja)
W

QS... ... 4 QS Ali ‘Imran/3: 4
HR = Hadis Riwayat

MI = Madrasah Ibtidaiyah

MTS = Madrasah Tsanawiyah
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ABSTRAK

Irawati, 2022. “Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun pada PT Taspen
(Persero) Kota Palopo”, Sripsi Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. dibimbing oleh Dr. Muammar
Arafat Yusman, S.H., M.H dan Dirah Nurmala Siliwadi, S.K.M., M.H.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem
pembayaran premi asuransi dana pensiun yang diterapkan oleh PT Taspen (Persero)
Kota Palopo dan guna dan memahami bagaimana proses evaluasi terkait penerapan
sistem pembayaran premi asuransj gensiun pada PT Taspen (Persero) Kota
Palopo. Penelitian ini mengg ukum empiris dan menggunakan
pendekatan kasus, konsg# . Dan subjek penelitian ini
dilakukan di Kantg ., Penelitian menggunakan
metode penggus dokumentasi, adapun
diperoleh da

Hasil
Asuransi

Pembayaran Premi
Palopo, dalam
3 3 ) Go. sistem Pay As
You Go mer ; jJgaran Pendapatan
Belanja Neg i akan tetapi iuran
tersebut adal ntuk sistem Fully
Funded. Se pergantian  sistem
pembayaran em Fully Funded,
apabila Pem bebut serta adanya
#Kya Lembaga Dana

Kata Kunci : Sistem Pembay , Sistem Pay As You Go
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ABSTRACT

Irawati , 2022. “ System Payment Premium Pension Fund Insurance at PT Taspen
(Persero) Palopo City ”, Legal Program Skripsi Economy Sharia, Faculty
Sharia, State Islamic Religious Institute Palopo. guided by Dr. Muammar
Arafat Yusman, S.H., M.H and Dirah Nurmala Siliwadi, S.K.M., M.H

Thesis this aim for knowing and understand how system payment premium
insurance fund applied pension _ by PT Taspen ( Persero ) Palopo City and To use
and understand how process evaluatigamelated application system payment premium
insurance fund pension at PT Tgg Palopo City. study this use method
law empirical and use appig and Act. And subject study this
conducted at the Officg A City. Study use method data
collection in the {g e tatlon as for obtained
from the doc

The red arding the Pension
Fund Insura p) Palopo City, in
organizing p¢ As You Go system
is a system i iture Budget, even

e contributions are
ly Funded system.
changeover of the
) the Fully Funded
nd there is a joint
und Institution is

though there
an Accumula
Meanwhile,
pension fund
system, if th
contribution
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dunia kerja ada berbagai persoalan-persoalan resiko yang di alami pegawai,

resiko tersebut diakibatkan persoalan kehilangan pekerjaan, lansia (lanjut usia),

kecelakan mengakibatkan kecag meninggal dunia. Demi mengatasi

kemungkinan resiko atu usaha pencegahan salah
satunya de brintah  kemudian
menciptakan un (pension plan)
yang dikelol nggaraan program
pensiun Pegs pemerintah pusat
yang membe a pensiun kepada

PT Taspen (

sebagian orang memilih mencari peK€fjaan yang mengabdi kepada negara yakni
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebab mereka dapat di tanggung oleh pemerintah dalam
hal pengajian, tunjangan, dan juga dana pensiun. Dengan demikian, mengingat

manfaat dari dana pensiun adalah dana khusus yang dihimpun dengan tujuan untuk

memberikan manfaat kepada pegawai ketika telah mencapai Batas Usia Pensiun

! Nur Eka Puspita Muchtar, “Tata Kelola Pelayanan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang utama Makassar” 2019, h. 1



(BUP). dana tersebut kemudian dikelola oleh suatu lembaga yang disebut trust,
sedangkan pengelolaannya disebut trustee. Namun

konsep trust tidak dikenal di Indonesia maka diadaptasi menjadi dana pensiun
sebagai yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana

Pensiun.?

Berdasarkan Undang-Undag Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dana pensiun merupak ola dan menjalankan program
yang menjanjj g oleh suatu lembaga
atau badan pendapatan para
pegawai.’ B pendanaan yang
membentuk alam memelihara
kesinambung aman kerja demi
olen pemberi kerja
maupun diserahkan ki o gan yang menawarkan jasa
pengelolaan program pensuin, se Wherikan kepada bank-bank umum atau
perusahaan asuransi jiwa. Sehingga, Pemerintah kemudian menunjuk PT Taspen
(Persero) sebagai Perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 yang bertujuan untuk melaksanakan dan

2 A, Setiadi, “Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum” (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), h.

® Kashmir, S.E., M.E, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 306

* Usman Rachmadi, “Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia”, (Gramedia Pustaka
Utama), 2001, h. 50-51



menunjang kebijakan program pemerintah di bidang Asuransi Sosial dalam arti
seluas-luasnya, dimana PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara pensiun dari
tahun ke tahun yang selalu berupaya untuk dapat memenuhi keinginan para penerima
pensiun karena adanya keinginan penerima pensiun untuk mendapatkan kemudahan

dalam pelayanan pembayaran pensiun.

PT Taspen (Persero) selarg ayakan untuk mengelola dana pensiun

para Aparatur Sipil Negg goeri Sipil (PNS), dalam aturan
Undang-Undag gawai dan Pensiun
. Jaminan tersebut
menggunaka i O yan jgaran Pendapatan
Belanja Neg i BN tersebut untuk

-anak yang masih

sekolah, sehi ap tanus i i ) R alokasi menjadi

bersangkutan masih dalam masa Kt diambil dari penghasilan 10% dengan
perincian 8% diurus oleh PT Taspen (Persero) untuk dijadikan dana pensiun meliputi
4,75% untuk dana program pensiun dan 3,25% untuk program THT, sedangkan 2%
diurusi oleh asuransi kesehatan bagi PNS serta keluarganya. Namun telah ditegaskan
bahwa, untuk potongan 4,75% itu diakumulasikan sebagai Akumulasi luran Pensiun

(AIP) dicadangkan untuk sistem Fully Funded dan bukan dana pensiun, sedangkan

potongan 3,25% peserta akan menerima sekaligus ketika PNS telah memasuki Batas



Usia Pensiun (BUP), luran ini adalah penerimaan dana pensiun yang diterima oleh
PT Taspen untuk dikelola perhitungannya.

Selain dari pada itu, berdasarkan pada observasi penulis pada penerapan
pembayaran program pensiun evaluasi kebijakan penetapan sistem Pay As You Go

dapat dilihat dari kebijakan peraturan-peraturan yang mengikat dan berkaitan

mengenai sistem pembiayaan Pa Q bisa dilihat dari segi lembaganya, yaitu
pihak-pihak yang berk dan melaksanakan kebijakan
sistem ini. D Rahwa “Maksud dan
tujuan PERS suk Asuransi Dana
Pensiun dan sebagai dimaksud
1”. PP tersebut

dalam pasa

mengamanat yang ditugaskan

untuk menyi S, hanya sebagai
Badan Usaha ab dalam kegiatan
pengadministrasian, pelap Ipan Dana Pensiun PNS dan

Pejabat Negara hingga pembayara pensiun kepada pensiun PNS.®
Pengupayaan perubahan pembayaran dana pensiun menjadi rekomendasi bagi
Pemerintah dalam mengatasi permasalahan sistem pensiun PNS. Perubahan sistem

pensiun ini mengacuh pada sistem Fully Fanded, dengan maksud sistem pensiun ini

® Sri Ayu Ningsih, “Pembayaran Dana Pensiun Dengan Sistem Pay AsYou Go Dan Fully
Fanded Menggunakan Time Vallue Of Money”, Prodi Akutansi, Jurusan Akutansi, Politeknik Negeri
Medan, 2018, h.1

® Krisnasari, “Analisis Sistem Pay As You Go Sebagai Sistem Pembayaran Program Pensiun
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia”, Prodi llmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
llmu Politik, 2012, h. 55



mengutamakan angsuran para pegawai negeri yang bersangkutan. Sistem Fully
Fanded sendiri merupakan sistem pembayaran yang manfaat pensiun yang diterima
PNS dikaitkan dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah dan pegawai itu sendiri
agar dana pensiun PNS lebih pasti, kemudian semua iuran dari PNS dan pemerintah

akan dikumpulkan terlebih dahulu jadi anggaran dana pensiun. Namun untuk

menerapkan sistem penggajian B aarus dilakukan evaluasi jabatan secara

nasional tergantung kepag Rila bersedia menyiapkan suatu
. 7
pensiun yang baru.

asalahan tersebut mak rtarik melakukan

penelitian de aran Premi Dana Pensiun Di
PT TASPE
B. Rumussg

Berd N +3 ; jadi permasalahan

1. Bagaimana siste > ), i 20 N8I dana pensiun yang diterapkan
pada PT Taspen (Persero) Kota PalOg
2. Bagaimana proses evaluasi terkait penerapan sistem pembayaran premi

asuransi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo?

" Nur Eka Puspita Muchtar, “Tata Kelola Pelayanan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang utama Makassar” 2019, h. 2



C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, begitupun penelitian ini yang menjadi
target pencapaian terhadap usaha dan kegiatan yang berproses secara bertahap yang
mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami sistem pembayarasn premi asuransi dana

pensiun yang diterapkan oleh PT ero) Kota Palopo.

2. Guna mengetahui asi terkait penerapan sistem

pembayaran pLg 0) Kota Palopo.

ian ini diharapkan
dapat dijadik ilmu pengetahuan

dan member dapat menambah

penelitian ini diharapkan sebagai 08 ¥esensi untuk penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun PT Taspen

(Persero) Kota Palopo.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang sistem pembayaran
premi asuransi dana pensiun yang diterapkan oleh suatu perusahan dan mendapatkan

tambahan wawasan teori tentang suatu ilmu ekonomi yang lebih meluas.

b. Bagi Perusahaan
| untuk upaya meningkatan

kualitas kerja g 90 AR dengan sistem yang

fdana pensiun, ini

diharapanka T8 tamba asi bagi pembaca.



BAB Il

KAJIAN TEORI
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian relevan adalah deskripsi tantang kajian penelitian yang sudah pernah

dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan ini, penelitian yang akan dilakukan

merupakan kajian atau perke goelitian yang sebelumnya, sehingga

dapat terlihat jelas 80 merupakan pengulangan

atau duplikas pagai acuan dalam
meneliti.

1. Nur an Dana Pensiun
Pegawai Ne pr Cabang Utama
Makassar”.

Peneli n dana terhadap
Pegawai Negeri g sudah berakhir masa
jabatannya (Pensiun). Hasil | penuhnya tercapai dengan optimal

dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni memberikan gambar
umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapagan secara objektif dengan tipe
fenomenologi. Dari hasil tersebut dilihat bahwa tata kelola pelayanan dana pensiun
telah dikelola secara professional dan sesuai standar operasional prosedur yang

berlaku yang bertujuan agar tidak ada kerugian pada saat pelayanan berlangsung serta

dikarenakan penyimpanan data ketika pengurusan.



Oleh karena itu, dalam pelayanan yang diberikan kepada peserta agar jauh
lebih baik diusahakan untuk memberikan sarana dan prasarana yang baik pula, serta
bertanggungjawab penuh dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan oleh
pemerintah dan dapat menciptkan tata kelola pelayanan yang baik dengan cara

memenuhi semua hak para peserta dengan memberikan tunjangan pokok pensiun

yang sesuai dengan Peraturan Pegg hlomor 33 tahun 2015 tentang penetapan

pensiunan, pokok pensiyug dan janda/ dudanya.
afokuskan membahas

mengenai p ensiun, sedangkan

penelitian genai tata kelola
pelayanan.
2. Agi 4 Pensiun Pada PT
TASPEN (Pg
Dari bagaimana sistem
pembayaran dana pensi Cabang Utama Medan dan

tujuan dari penelitian ini untuk mene apakah sistem pembayaran dana pensiun
telah sesuai dengan sistem akuntansi pengeluaran kas yang berlaku umum.
Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara dan
analisis dokumen yang kemudian di analisis secara deskriptif. Data yang dibutuhkan
untuk tugas ini adalah dokumen peraturan-peraturan, Standar Operasional Prosedur

(SOP), dan buku informasi profil PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. Hasil

pembahasan menunjukkan bahwa isistem pembayaran dana pensiun yang terdapat di
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PT Taspen (Persero) Cabang Utama Medan sudah sesuai dengan sistem akuntansi
pengeluaran kas yang berlaku umum serta Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015,
Undang-Undang No.11 tahun 1992, dan lkatan Akuntasi Indonesia dalam PSAK
(2015:18:Par.8).

Perbedaan dari penelitian tersebut, penelitian ini melakukan penelitian di

Kantor Taspen (Persero) Kota Palgg bahas tentang sistem pembayaran dari

segi penerapannya, seda# Apinta BR Ginting melakukan
mengenai sistem
pembayaran as dan kesesuaian
dengan Stang

3. Sri A an Sistem Pay As
You Go dan

Peneli ada o , pputusan manakah

ini berfokus pada perbandingan sistt Ppayaran dana pensiun dengan sistem lama
Pay As You Go dan sistem fully fanded menggunakan time value of money,
menghitung time value of money pada sistem pembayaran dana pensiun dari sistem
Pay As You Go dan sistem Fully Fanded, dan data yang diambil sebagai simple
adalah PNS dengan golongan 4C berasal dari PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang

Utama Medan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembayaran dan

pensiun dengan sistem Pay As You Go yang di klaim memberikan APBN pemerintah



11

serta mengetahui kebijakan pemerintah tentang pembayaran dana pensiun dengan
sistem fully fanded yang diharapkan dapat meringankan beban pemerintah. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang

digunakan dalam pengolahan data adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini

menunjukan bahwa kebijakan peg dengan melakukan sistem pembayaran

dana terbaru adalah lang pkan beban APBN pemerintah.
gcmbahas mengenai
enelitian Sri Ayu
Ningsih me ang menggunakan

perbadingan stem Fully Fanded

yang mengg

4. Aulis DFa Si ANSIS” PC lian Internal Atas

penelitian dilalukan untuk menges gdan menganalisis bagaimana penerapan
pengendalian internal terhadap pembayaran dana pensiun pada PT Taspen (Persero)
KCU Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pendekatan deskriptif, yaitu peneltian dilakukan untuk mengetahui nilai variable
mandiri, baik variable satu maupun variable lainnya. Pengumpulan data

menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait

penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantau.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukannya keterlambatan

pembayaran yang mengakibatkan nasabah complain dengan keterlambatan tersebut.
Perbedaan dari penelitian tersebut, penelitian ini membahas mengenai

penerapan sistem pembayaran dana pensiun, sedangkan penelitian Aulia Fitri

membahas menganai penerapan pengendalian internalnya terhadap pembayaran dana

pensiun.
B. Landasan Teori
1. Sistem B¢
a) Pengerti
Trans 3 1 pada masa dahulu
kegiatan tra i ; tar barang dengan
barang atau

nologi Kita telah

mengenal m3 tas dengan jumlah

dalam bank yang ada sekarang.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup pengaturan,
kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk
penyampaia, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan

kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperoranga, bank, dan lembaga



13

lainnya baik domestic maupun cross borderi ‘antarnegara’.® Pembayaran merupakan
komponen penting dalam melakukan kegiatan transaksi baik barang maupun jasa,
dengan perkembangan teknologi semakin meningkatkan besarnya nilai transaksi serta
resiko, sistem pembayaran perlu untuk difasilitasi dengan perpindahan dana secara

efesien, aman dan cepat.

Keberhasilan suatu sistem pa g dapat mendukung sistem keuangan dan

perbankan sedangkan reg agalan sistem pembayaran akan
memberikan poomian. Dengan ini
sistem pemb arannya oleh suatu
lembaga yan eh ba .Y diatur dalam suatu
a salah satu tugas

Bank Indong jai Sentral adal?@ an mengatur dan

emperluas jalan,

Adapun yang diatur dalam A surah an-Nisaa 4: 29, yang berbunyi:
Z_ £ _q 2~ 2 P 8- = £ N _ ,zf/
5,4 255 ol Y] Jadb o= oS0l ilesl ¥ T4 2ol s

8 Sri Mulyani Tri Subari, “Kebijakan Pembayaran di Indonesia”, (Jakarta: Pusat Pendidikan
dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003) , h.4.

° Vera Intanie Dewi, “ Perkembagan Sistem Pembayaran Di Indonesia”, Bima Ekonomi,
Vol. 10, No. 2, Agustus 2006.
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Terjemahan:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.
Dengan penjelasan ayat diatas bisa dilihat bahwa Allah swt telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan praktek riba didalamnya serta menyuruh makhluk-Nya

dengan mengarahkan pada jalan perniggaan dengan prinsip suka sama suka. Dengan

ini dalam kegiatan transaksi gan kegiatan pertukaran antara uang

dengan barang/jasg am transaksi. Transaksi

terlarang me engan cara yang% dalam konteks jual

beli dilarang ya terdapat unsure
“Maghrib” (penipu), riba dan

batil itu senc dang sebagai batil

Ja sama dengan kantor PT
Taspen (Persero) Kota Palop Ukan pelayanan pembayaran bagi
penerima dana pensiun, diantaranya:

1) Bank Mandiri Taspen, merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri yang

berfokus menyediakan produk asuransi tabungan hari tua baik UMKM dan Pegawai

0 Muhammad Afiruddin, “Ekonomi Islam, Jual Beli dalam Islam, Tafsir An-Nisa’ ayat 29",
diakses dari https://tfsirguran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayart-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/, 2021.



https://tfsirquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayart-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/
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Negeri Sipil. Perusahaan asuransi dan keuangan terseut memiliki misi tersebut
menjadi mitra terpercaya bagi pensiunan yang telah mengabdi pada negara. **

2) Bank BRI dan BNI, terkait dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Atau BBNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Atau BBRI menjalin kerja

sama dengan PT Taspen kedua mitra tersebut memberikan jaminan hari tua kepada

peserta Taspen dalam mempermugsg RDelayanan bagi peserta Taspen, melalui

kerja sama tersebut pengsi ent, otentikasi, pengembalian

Surat Pengesag aformasi,dan lainnya

Taperan), dalam
meningkatka 3 3 aspen dalam hal
pembayaran Kecelakaan Kerja

(JKK), dan Jg

1) Efesien
Prinsip ini lebih menekankan pada tingkat pelaksanaan payment system yang
harus bisa dilakukan secara lebih luas. Sehingga, biaya yang akan ditanggung oleh

masyarakat isebagai pengguna iakan lebih terjangkau.

" Indah Fitrah Yani, “Bank Mandiri Taspen- Layanan Perbangkan Dana Tabungan PNS”
diakses Mei 25.

12 Dina Mirayanti Hutauruk, “Tingkatkan Layanan, Taspen Jalin Kerja Sama dengan BRI,
BNI dan BP Tapera”, diakses pada 31 Mei 2022 15:34 WIB.
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2) Aman
Setiap resiko yang terdapat di dalam payment sistem harus bisa dikelola dan
juga dimitigasi lebih baik dengan adanya payment sistem, baik itu resiko kredit, fraud
dan likuiditas.

3) Perlindungan Konsumen

Sistem pembayaran har gengan baik dalam hal menjaga jumlah

uang tunai yang bered3 gemang masih disebut dengan
clean money pg

ek monopoli dalam

kegiatan sistg Ak i i bat pengguna lain

tersebut berbentuk uang kartal, yak entuk kertas dan juga koin yang tersedia
dalam berbagai jumlah nominal. Penggunaan uang kartal terbilang sedikit dari pada
uang giral, karena alat pembiayaan tunai diklaim kurang efektif dan kurang efisien.

Terlebih kegiatan transaksi nilai pasarannya ternyata lebih besar dengan

menggunakan uang tunai.

Y \bnu, “Sistem Pembayaran: Pengertian, Komponen, dan Jenis-jenisnya”, diakses dari
https://accurate.id/ekonnomi-keuangan/sistem-pembayara/, September 2021.



https://accurate.id/ekonnomi-keuangan/sistem-pembayara/
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2) Alat Pembayaran Nontunai (Non-Cash)
Pada masa ini alat pembayaran non tunai sebagian besar masyarakat telah
mengenal bahkan sudah banyak digunakan. Karena alat pembayaran non tunai ini
diklaim lebih praktis dalam melakukan kegiatan transaksi sehingga tidak perlu lagi

melakukan perhitungan dan pengukuran nominal. Namun, resiko pembayaran non

tunai ini diklaim sangat minim 3 ikan, karena semua kegiatan transaksi

didalamnya sudah bisa di ansaksi yang nontunai dalam

jumlah besar a liring pembayaran

a) Giro, i i lari rekening yang

satu ke reke inye i nama yang sudah
tertulis.

b) Cek, ujukan untuk bank
pengguna yang mencairk esuai dengan jumlah dan juga

nama pihak penerima yang tertulis P8
c) Kartu kredit, adalah alat pembayaran non tunai yang berbentuk kartu, kartu
kredit tersebut dikeluarkan oleh pihak bank, yang kemudian uang pada pihak nasabah
terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran.
d) Nota debit, suatu bukti transaksi yang berguna untuk meminimalisir utang

usaha yang harus dilunasi.
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e) Uang elektronik, uang digital dari setoran tunai yang dilakukan oleh hak
nasabah agar bisa dialihkan menjadi uang elektronik atau e-money.
2. Premi Asuransi
a. Premi

1) Pengertian Premi

Sebelum memahami atau gduk asuransi perlu kita ketahui terlebih

dulu apa itu premi dalarg asuransi merupakan salah satu
komponen terg g harus dibayar oleh
nasabah terg kata lain, premi
asuransi ada hbah dalam jangka
waktu tertent pembayaran premi
adalah bulan an kesepakatan di

awal.

pemegang polis untuk dibayarkan an perjanjian asuransi atau perjanjian
reasuransi, atau sejumlah uang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mendasari program asuransi wajib yang untuk memperoleh manfaat.**

Premi merupakan iuran berkala yang wajib dibayar dari masing-masing anggota

4 Redaksi OCBC NISP, “ Apa itu Premi Asuransi? Pengertian Menurut UU, Jenis &
Tujuan” atikel :https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/24/apa-itu-premi 2022.



https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/24/apa-itu-premi
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asuransi®® yang dimana premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah
pertanggungan, dimana dalam suatu presentase menggambarkan penilain penanggung
terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, sedangkan
pada pembayaran premi biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan

ditutup. Tetapi jika  premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada

saat permulaan tiap-tiap waktu as
2) Tujuan Premi

OCBC, yaitu:

Artinya sebagian
mengganti biaya

secara penuh alami.

itu, tujuan membayar premi adald mendapatkan jaminan tersebut sebagai

bentuk mawas diri.

' Tiara Anjelina Maurice, “Pengaruh Premi, Pembayaran Klaim dan Beban Operasional
Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Di PT. Asuransi Syariah Takaful
Keluarga)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbangkan Syariah, IAIN Bengkulu,
2020, h. 33

'8 Tiara Anjelina Maurice, “Pengaruh Premi, Pembayaran Klaim dan Beban Operasional
Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Di PT. Asuransi Syariah Takaful
Keluarga)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbangkan Syariah, IAIN Bengkulu,
2020, h. 34
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3) Jenis-Jenis Premi
a) Premi Asuransi Kesehatan, merupakan premi yang manfaatnya seputas
kesehatan seperti biaya rawat inap, operasi, perawatan gigi, persalinan, hingga rawat
jalan.

b) Premi Asuransi Jiwa, merupakan premi yang dengan manfaat memperoleh

uang pertanggungan untuk ahli wag njuk sesuai kesepakatan.

c) Premi Asuransi pakan premi yang banyak
disukai oleh g a0 untuk pendidikan
masa depan h pendidikan anak
mereka hingg

d)Prem
untuk mempg : : suransi kecelakaan
diri cukup te fU, Kaesa Di i dari RYE165.00% phun saja.
perjalanan ini sangat
bermanfaat ketika sese I U2 an, shingga premi asuransi
perjalanan ini bisa jadi pertimba uk dibeli. Premi asuransi perjalanan
merupakan premi untuk mendapatkan hak atas klaim pertanggungan seputar
perjalanan yang anda tujuan.

f) Premi Asuransi Property, Pada premi asuransi properti ini merupakan premi
yang akan memberikan pertanggungan atas properti anda ketika ada terjadi suatu

kecelakaan atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain yang

mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap property tersebut. Sehingga dengan
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adanya premi asuransi properti ini dapat bermanfaat untuk dapat dilakukan perbaikan
dan kembali baru lagi.

g) Premi Asuransi Kendaraan, Jenis premi ini merupakan premi yang bertujuan
untuk mendapatkan bebrapa manfaat pertanggungan seputar kendaraan anda, seperti

biaya perbaikan akibat kerusakan yang sedang ataupun akibat kerusakan yang parah

ibahkan yang kehilangan kendaragg

4) Cara Menghitung
arif premi asuransi
dengan total

1 = Tarif premi x

Total perta pada perolehan

pertanggunga ga wajar hal atau
benda yang o

5) Tips

sesuaikan dengan kebutuhan serta puan financial anda. Sebab tidak semua
asuransi memerlukan biaya yang besar, dengan memilih dengan cermat maka anda
bisa mendapat asuransi yang terjangkau dan banyak manfaat.

b) Sebaiknya Beli Asuransi Sejak Muda, faktor usia merupakan penentu besaran

premi, sebab semakin tua usia anda maka semakin besar pula biaya premi yang harus

dibayarkan karena resiko kesehatannya lebih tinggi.
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Pengertian diatas dijelaskan bahwa dana pensiun merupakan suatu pilihan
sistem pendanaan dalam bentuk akumulasi dana, yang mana akan menjadi bentuk
kesinambungan bagi peserta pada hari tua sebagai suatu kebutuhan. Dengan adanya
kesinambungan pengasilan akan menimbulkan ketentraman kerja yang efesien, dan

meningkatkan motivasi kerja yang kondusif bagi peningkatan produktififtas.

Dari UU No. 11 Ta membentuk payung hukum dalam

penyelenggaraan dan peg g bersifat sukarela tetapi tetap
ada kewajiba A e dari dana pensiun ini
tidak hanya

cpastian jaminan masa me juga memberikan

motivasi ser h giat lagi dalam
menjalankan dana pensiun ini
dapat memb hari tua, bahkan

kepemilikan tau organisasi.

Kegiatan emungu dana dari iuran yang
terpotong dari ‘ luran ini  kemudian
diinvestasikan lagi ke dalam b egiatan usaha yang dianggap paling
menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari para
pegawai suatu perusahaan tidak dikenakan pajak.'” Hal ini dilakukan pemerintah
dalam rangka pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang

tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan di bindang Perpajakan yang

Y Dr. Kasmir, S.E.,M.M, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Ed. Revisi 2014, Jakarta
Pers, 2016, h. 286
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memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

“luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan,
baik yang dibayarkan oleh Pemerintah Kerja maupun oleh Karyawan dan
penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang
tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek
pajak.”

b. Asuransi
1) Pengertian Asura
p_dapat dilihat pada
Pasal 246 kan bahwa yang
dimaksud de i 3 1 njian yang dengan

. suatu kerugian,

kerusakan at e 3 ngkin dideritanya

“Hukum asal dalam semua bentuk boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya”. Sebagaimana yang telah dimaksud, bahwa asuransi adalah
bentuk perjanjian baru yang tertuang dalam prinsip Islam sehingga terbentuklah
Asuransi Syariah. Asuransi Syariah dari berbagai pakar ilmu agama atau Ulama telah

memberikan berbagai pendapat bahwa asuransi syariah adalah bentuk akad tolong

'8 Kansil, Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , (Jakarta: Pradnya Paramita,
2006), h. 99
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menolong, sebagimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S, Al-

Maidah 5: 2, yang berbunyi:

P P e
Pr P :ﬂg,a/ T /5}9,0/ Z >0 “_ o /q/ /: // , /11 J/ w,” “_ o }/ /:/
Py Q/l Py b.a_’\j U‘J"\"J‘)//"”?‘J’c‘f}l"’ \b LS).G.':JUJ\:”J.C‘)JJBU)
ol doas
Terjemahan:
...“Bertolong-tolong ikan dan ketakwaan dan janganlag
kalian bertolgg an  perbuatan dosa dan
menolong sesama
manusia, dal anggota (nasabah)
untuk meny al (tabrru’) yang

berbentuk re satu anggota yang

rasa sakit. Menurut Syakir Sul8 akaful dalam pengertian muamalah
adalah saling memikul risiko diantara semua orang sehingga antara satu dengan yang
lainnya menjadi penanggung risiko yang lain.”* Dalam pengelolaan dan penanggung

risiko, asuransi syariah tidak memperoleh adanya gara>r (ketidakpastian atau

19 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan
Penerjemah al-Qur’an, 1978), h. 156-157.

0 Hasan Ali, “Asuransi dalam Perspektif”, h. 105-106

2! Muhammad Syakir Sula, “Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah “, (Jakarta: makalah
pada seminar ekonomi syariah di The Internasional Institute Of Islamic Thouhgt Indonesia, 2003), h.
33
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spekulasi) dan maysi>r (perjudian) . dalam investasi manajemen dana tidak di
perkenankan adanya riba (bunga). Ketiganya menjadi pembeda utama dalam asuransi
konvensional.

2) Dasar Hukum Asuransi

a. Hukum Positif

Asuransi di Indonesjg ejak zaman Belanda, yang tertera pada

pasal 243 Kitab g0 (KUHD). Sejak tahun 1992
a saat dikeluarkan
suransian. Namun

g, mengeluarkan

blenggaraan Usaha

1999 tentang perubahan perta §"Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pada tahun 2008 dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Beberapa Menteri Keuangan keputusan yang menunjang pelaksanaan

usaha perasuransian antara lain:
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1) Keputusan Menteri Keuangan No. 422 tahun 2003 Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.

2) Keputusan Menteri Keuangan No. 423 tahun 2003 Pemeriksaan
Perusahaan Perasuransian.

3) Keputusan Menteri Keuangan No. 424 tahun 2003 Kesehatan Keuangan

Perusahaan Asuransi dagsi
4) Keputusan tahun 2003 Perizinan dan
R0 Usaha Asuransi.

5) Perizinan Usaha

Syari’ah.

Kentuan umun pada® mum Asuransi , yaitu: asuransi syariah
(Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha tolong menolong diantara
sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’
yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, akad yang dimaksud

sesuai dengan syariah yaitu: gharar (penipuan), masyir (perjudian), riba,

zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
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2) Fatwa No: 51/DSN-MUI/X/II1/2006 tentang Akad Mudharabah
Musytarakah Pada Asuransi Syari’ah.

Ketentuan umum Asuransi adalah asuransi jiwa, asurasi kerugian, dan

reasuransi syariah. Sedangkan, untuk pesertanya adalah peserta asuransi atau

perusahaan asuransi dalam reasuransi. Pada kententuan hukumnya

mudharabah musytarakah g kan oleh perusahaan asuransi, Karena
bagian hukum M apkan pada produk asuransi
0 non tabungan.

3) Fa hh Bil Ujrah pada

ransi adalah hasil
pat memperoleh bagi
hasil ber@i@es . 3 3 Tovaliah Musytarakah, atau
! alah bil ujrah.(Fatwa DSN
No.52/DSN-MUI/I2 LN BF ni, perusahaan yang bertindak
sebagai wakil (yang menda%tr kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan
Peserta (pemegang polis), dalam produk saving dan tabarru’, bertindak
sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana, Perusahaan
asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang
terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, Hasil
investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam

akun tabarru’,.
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4) Fatwa No: 53/DSN-MUI/X/2001 tentang Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah.

Akad tabarru’ adalah akad yang harus melekat pada semua produk
asuransi, asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan
reasuasuransi. Sedangkan, semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta

pemegang polis, dan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan

kebajikan dan tolong-menglg peserta, bukan tujuan komersial.

Landasan hukurg dapat ditemukan dalam Al-
qur’an, maka jzai g Q.S Al-Bagarah 2:

275, yang be

dengan cara memakan harta etali jual beli tersebut dilaksanakan
dengan merelakan antara keduanya Daik secara lahir maupun bathin. As-syafi’i
mengatakan jenis jual beli apapun itu diperbolehkan asalkan ada unsur suka sama

suka dari kedua bela pihak dan hukumnya boleh, selain jual beli yang telah

diharamkan oleh Rasulullah.??

22 Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i menyelami ke dalam Kandungan
Al Quran (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, h. 119.
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6) Jenis-jenis Asuransi

a) Asurasni Jiwa, jenis asuransi ini memberikan keuntungan financial ketika
kematian datang, ketika sakit, ataupun menderita cacat akibat kecelakaan atau
penyakit. Namun, sebelum memilih asuransi jiwa terlebih dahulu pahami sistem dan

metode yang ditawarkan. Sebab ada jasa yang telah disediakan asuransi yakni

asuransi diberlakukan sistem peg etelah kematian dan ada pula yang
memperolehkan pemegag 3 sebelum kematiannya.

b) Asuragss D@ 4 ansi yang populer.
Dimana asu gan ini 3 i e dan melindungi
financial dal bakit yang diderita
hingga semb ransi ini meliputi
cacat, sakit, diambil, seseorang
boleh saja ika ingin membeli
produk asurans el produk gransi kesehatan yang

c) Asuransi Pendidikan, mertg asuransi yang memberikan keuntungan
proteksi akan pendidikan. Ada dua jenis yang ditawarkan untuk asuransi pendidikan
ini, yakni asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Asuransi Dwiguna adalah produk
gabungan anatara proteksi jiwa yang dikombinasikan dengan instrument pasar seperti

deposito. Asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tua

mendadak meninggal atau cacat total hingga tidak mampu lagi mencari nafkah.
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Sedangkan Asuransi Unit Link, adalah kombinasi antar asuransi jiwa dan invetasi
dibagi sesuai dengan jenjang pendidikan anak.

d) Asuransi Investasi, sesuai dengan namanya, Asuransi Unit Link memberikan
manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dan investasi

sesuai pilihan investasi yang tersedia. Sesuai dengan namanya, Asuransi unit link

menawarkan dua manfaat, yai dan nilai tunai yang berasal dari

pengembangan dana inyg ang disetorkan oleh pemegang
polis, ada seQ Asuransi unit link
memberikan pcelakaan, hingga

penyakit Kri ilai tunas si iunit link dapat

pensiun ata iki ransi tetap aktif.
Disamping it tujuan keuangan
lainnya.

e) Asuransi Kendaraa emi Asuransi kendaraan adalah
memberikan perlindungan dan ang akan financial jika ada hal tidak
diinginkan pada risio kerusakan kendaraan.

f) Asuransi Kecelakaan, karena beranggapan perusahaan tempat mereka bekerja
sudah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja, jika pekerjaan itu
masuk dalam kategori rawan resiko kecelakaan. Maka sebaiknya membeli produk
Asuransi kecelakaan sebab resiko bisa terjadi kapan saja dan dimana saja baik

diperjalanan maupun saat bekerja.
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g) Asuransi Korporasi, adalah asuransi kumpulan yang memberikan
perlindungan kepada karyawan suatu korporasi. Pada umumnya perusahaan
memberikan Asuransi korporasi untuk memelihara karyawan sebagai aset berharga
untuk keberlangsungan bisnisnya. Jenis Asuransi korporasi yang populer misalnya

Asuransi jiwa kumpulan dan asuransi kesehatan kumpulan. Karena Asuransi ini

menawarkan perlindungan kepagds 4an korporasi atau perusahaan, maka

kepesertaan pemegang a8 a_masih menjadi karyawan di
korporasi tersel

h) Asurg rkan perlindungan
dan jaminan ia pensiun adalah
ketika anda psilkan uang lagi.
Dengan me membantu dalam

mempersiapk anda yang tidak

adanya Asuransi hari tua. Untuk bes I, dan bisa memilih sesuai kemampuan
financial.
3. Dana Pensiun
a. Pengertian Dana Pensiun
Menurut pernyataan Akutansi Keuangan No. 18 tentang Akutansi Dana

Pensiun, “Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan

program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Sendangkan menurut UU Dana
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Pensiun (Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahuni 1992)” Dana Pensiun adalah
badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat
pensiun (Pasal 1 ayat 1 UU No, 11 Tahun 1992)”.

Dana Pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan

setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab yang

lain sesuai dengan perjanjia yang apkan. Penghasilan ini biasanya berupa

uang yang dapat di ambj il sekaligus pada saat seseorang
memasuki ma g.dari kebijakan yang
terdapat dala pakan sumber bagi

pemenuhan K Jah tidak produktif

lagi.

Dari n adalah lembaga
atau badan maksudkan untuk
memberikan ke terutama yang sudah
pensiun. Penyelenggaraa dapat dilakukan oleh pemberi

kerja atau dengan menyerahkan kepa pag-lembaga keuangan yang menawarkan
jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau perubahan asuransi

jiwa.?

2 Sulkifli, “Analisis Akutansi Dana Pensiun Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor
Makassar 900007, Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Makassar, 2009, h. 3-4
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b. Jenis-Jenis Dana Pensiun
Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat di
golongkan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun
Lembaga Keuangan.

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Keg erupakan dana pensiun yang di bentuk

oleh orang atau badag yawan, selaku pendiri untuk

menyelenggarg Bgan bagi karyawan

sebagai pese menimbulkan kewajiba erja. Dengan ini,

dana pensiu disediakan g oleh pemb Jan pendiri DPPK

terpisah dari DPPK bagi karyawa aupun asuransi jiwa. Keberadaan DPLK
dapat memudahkan pemberi kerja dalam mengelola asetnya sendiri. Dengan
mengikutsertakan karyawanannya ke DPLK, pemberi kerja dapat menghindari
masalah cash flow perusahaan di kemudian hari. Sementara bagi karyawan,

keuntungan mengikuti DPLK adalah memperoleh jaminan penghasilan dimasa tua

secara berkesinambungan.
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c. Perbedaan DPPK dengan DPLK
Meski sama-sama bertindak sebagai penyelenggara program pensiun, DPPK
memiliki perbedaan yang signifikan dari DPLK. Berikut perbedaannya.
1) Pendiri atau Penyelenggara

DPPK didirikan oleh perorangan atau perusahaan yang mempekerjakan

karyawan (Pemberi Kerja). Sema R| K didirikan oleh bank umum atau

perusahaan asuransi ji ansi jiwa dimungkinkan untuk
mendirikan najemen, kegiatan

operasional,

untuk para pekerja
atau karyawsa i jib. I iki a dianjurkan oleh

awan atau pekerja

flenggarakan program pensiun
manfaat pasti dan iuran pasti, terga pada kemampuan pemberi kerja terhadap
dana pensiun. Artinya, DPPK dapat memilih jenis program pensiun yang akan
diselenggarakannya, apakah program manfaat pasti atau iuran pasti.

Berbeda dengan DPPK, DPLK hanya dapat menyelenggarakan program

pensiun iuran pasti saja. Program pensiun pasti imerupakan program pensiun yang

besar iuran karyawan dan perusahaan pemberi kerja sudah ditetapkan. Keuntungan
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dari program pensiun ini yaitu adanya hasil pengembagan dana atau investasi yang
dikelola untuk kemudian ditambahkan pada dana.

3) Kepesertaan

Peserta DPPK adalah karyawan atau pekerja dari pemberi kerja yang

menyelenggarakan program pensiun. Meski demikian tak menutup kemungkinan

pekerja dari perusahaan lain juga jadi peserta DPLK lebih beragam yakni

perorangan, karyawan, g

ataupun DPLK
menetapkan an sejumlah iuran
yang harus uran oleh DPPK
dibayarkan ¢ pembayaran iuran

program pen Dagalg v . ainnya ditanggung

; gan (DPLK), iuran program
pensiun sepenuhnya menjadi tangg0 erta baik perorangan, karyawan, ataupun
pekerja mandiri. Pemberi kerja sama sekali tidak dibebani tanggung jawab untuk
membayar iuran program pensiun karyawannya.

Dari poin-poin perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Dana
Pensiun Lembaga Keuangan di atas bisa dilihat secara garis besar dengan

direkapitulasi dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan
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Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jenis Dana Pensiun
Keterangan
DPPK DPLK
1. Perorangan/ Badan
Pemberi Kerja 1. Bank
Pendiri/ Penyelenggara | 2. Bank 2. Perusahaan
3. Perusahaan Asuransi Asuransi Jiwa
Jiwa
Jenis Program Pensiun luran Pasti
Perorangan

Karyawan
Bgkerja mandiri

Kepesertaan

Pengelola Dana Pensiun. Yang mam@*tiantaranya memiliki itujuannya masing-
masing.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi
karyawannya, sebagai berikut:

1) Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi di

perusahaan tersebut.
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2)Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil
yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.

3) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

4) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah

Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan

adanya pensiun adalah:

1) Kepastian me ang akan datang sesudah

pensiun.
2)Mem bekerja.
Bagi jara dana pensiun
adalah:
1) Meng flengan melakukan

berbagai keg

e.
Fungsi dari program dana p ara lain sebagai berikut:
1) Tabungan, Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiunnya
dapat diberikan uang pertanggunggan atau beban bersama dari dana pensiun tersebut.
2)Pensiun, Semua iuran peserta dan iuran pemberi Kkerja serta hasil

pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama

hingga mencapai usia pensiun.
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3) Asuransi, Peserta yang cacat atau yang telah meninggal sebelum mencapai
usia pensiun akan diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dunia dana
pensiun.?*

f. Jenis- Jenis Pensiun

1) Pensiun normal, adalah pensiun yang diberikan kepada karyawan yang sudah

mencapai masa usia pensiun, ang sudah ditetapkan oleh suatu

perusahaan,® sebagai cQa donesia adalah telah berusia
55 tahun dan 6

2) Pensi karyawan dengan
kondisi tert i g mengharuskan

melakukan hgian pegawainya

dipecat.
3) Pensi 20 ini ) kan karena faktor
usia, namun di cacatan pada bagian

4) Pensiun ditunda, Pensiun y: an kepada para karyawan yang meminta

pensiun sendiri, namun usia pensiun belum mencukupi untuk pensiun.

2 Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta:
Salemba Empat, 2006), h. 270.

% Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2008), h.
327-328.
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C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran yang memiliki konseptual yang
memberikan kejelasan terkait dengan ide yang ditanyakan penulis berdasarkan
tinjauan pustaka, yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan sesuai

dengan ketetapan pada masalah yang penting sehingga menghasilkan sintesa tentang

hubungan antar variable yang akag ecara garis pada struktur teori yang akan

digunakan dalam pengus t sistem pembayaran premi
dana pensiun_g latar belakang dan

rumusan mas a piki hi berikut:

Sistem Pembayaran Premi Asuransi Proses Evaluasi terkait penerapan
yang diterapkan di PT. Taspen sistem pembayaran premi asuransi
(Persero) Kota Palopo dana pensiun pada PT Taspen
l (Persero) Kota Palopo

Hasil Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris adalah langsung ke

lapangan dan dalam menggalig gaforman digunakan sebagai prosedur

penelitian yang mengik ata tertulis atau lisan dari
orang-orang nganalisis tentang

bagaimana pada PT Taspen

Kantor Taspen (Persero) Kota Palopo.
b. Pendekatan Konseptual
Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan

dalam penelitian hukum yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan

% Moh Kasiram, M., Sc, “Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif”, (Malamg: UIN Malang
Press, 2008), h, 151

27 https://www.duniadosen.com/penelitian-studi-kasus/, November 24 2021. Diakses Oktober
06 2022.
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hukum untuk masalah yang dihadapi, yang dimana pendekatan konseptual beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,
sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan
permasalahan yang dihadapi.

c. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undagg adekatan Yuridis adalah penelitian yang

dilakukan terhadap prog gnelaah semua undang-undang
dan regulasi
B. Lokasi F

Penel : i ' : ika, Wara Selatan,
Kota Palopo pakan Kantor PT

Taspen Pers ini ayani ¢ asuransi termasuk

SPEN.

penjelasan akan maksud dari beberdaf akan menjadi kata kunci dalam penelitian
yang berjudul sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT Tapen
(Persero) Kota Palopo. Maka uraian istilah dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut:

1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

keuangan dan sistem perbangkanan suatu Negara. Sistem pembayaran adalah suatu
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sistem yang pengaturan, kontak, fasilitas operasional dan mekanisme tekhnik yang
digunalkan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran.
Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis sistem pembayaran
bernilai besar (Large Vakue Oayment System) dan sistem pembayaran retail (Retail

Payment system) (Untoro, 2014). Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 BI Pasal

1 poin ke 6 dijelaskan bahwa:

“Sistem Pembayaran ge encakup seperangkat aturan,

lembaga, dan akan pemindahan dana

guna memen gan yang timbul @ n ekonomi. sistem

pembayaran uang masyarakat

secara efisie dalam melakukan
setiap transa i Bank Indonesia
sebagai men kegiatan ekonomi

masyarakat pelaku kegiatan

’

ekonomi.’

penanggung asuransi untuk berta ab, hal itu tidak perlu dibayar lebih
dahulu karena oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu syarat yaitu
perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Dalam asuransi, premi mungkin
mempunyai suatu nilai tertanggung untuk tambahan kepada anggonta lain dalam

masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah
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kedua-duanya. Sebagai yang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-
ahli lain dan berhak menerima premi bila terjadi kerugian atasnya.”®

Objektif seluruh asuransi adalah untuk membuat persediaan bagi seseorang
jika menghadapi bahaya akan menimpa dalam kehidupan, serta transaksi-transaksi

perjanjian yang dilakukan oleh manusia. Karena, bahaya akan kerugian membuat

seseorang berikhtiyar dengan be ngguh untuk mendapatkan cara bagai

bisa untuk melindungi dig

a 1, dana pensiun
adalah bada g j yang menjanjikan
manfaat pen isi ensiun  merupakan
lembaga ata ( ang dimaksudkan
untuk memb ejar el 0 g rusahaan terutama
yang sudah penStding ; fisai atau meninggal dunia
(death). * 7

Dana pensiun yang di hi dian dikelola oleh Trust badan khusus
sejenis lembaga keuangan, atau perusahaan asuransi, maupun badan khusus lainnya
yang dibentuk untuk menglola dan pensiun. Pengelolaan Trust sebut trustee (Trust

adalah pemilik kekayaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain

(beneficiary), pembentuk Trust yang disebut trustor menyerahkan kekayaannya

% Dr. Mohammad Muslehuddin dalam Picard, “Asuransi dalam Islam”, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2005), h. 32
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kepada trustee untuk dijadikan kekayaan trustagar dapat dimanfaatka oleh pihak
beneficiary.?
D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka atau perincian prosedur kerja yang

akan dilakukan pada waktu meneliti, yang akan membantu untuk memberikan

gambaran dan arah mana yang gkukan dalam melaksanakan penelitian

tersebut, serta memberj itu telah jadi atau selesai
untuk menemukan
fakta tentang j ' 51 dana pensiun di
PT Taspen pendekatan kasus,
konseptual,

ntuk pengetahui

penyelesaian ensiun PT Taspen

(Persero) Kota \\

Dengan demikia a = Pnakan dalam penelitian ini,
diantaranyadata primer dan data™$ Data primer merupakan data yang
didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, diamati dan dicatat, dan data
primer ini didapatkan data langsung dari lapangan baik dari hasil observasi ataupun

hasil dari wawancara. Sedangka data sekunder merupakan data yang dikumpulkan

*Muh. Sakrialdi, Sistem Pengelolaan Dana Pensiun di Bank BRI Kantor Cabang Pare-Pare
(Analisis Ekonomi Islam), Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam. 1AIN Pare-Pare, 2018, him. 31

%0 Fachruddin,  “Metode Peneltian Desain Penelitian”,
htpp://respository.upi.edu/21927/6/S_ADP_110262_Chapter3.pdf, 2009, him. 213
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ataupun yang di dapat dari pihak lain. Data sekunder bisa pula di peroleh dengan
menggunakan metode documenter berupa jurnal, buku, dan literature yang sesuai
dengan tema dalam penelitian ini.

E. Sumber Data

Dari sumber data dalam peneilitian ada beberapa data diantaranya, sebagai

berikut:
1. Data Primer
Data pg ROrang pertama, dari

sumber asal diolah dan diuraikan oOFe hlam penelitian ini

yang menja hasil Pengamatan
(Observasi), ancara dilakukan
terhadap peg a Dana Pensiun,
tujuannya ag fengan tujuan dari
penelitian.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan ata penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).
Dengan hal ini, data sekunder diperoleh dari, Kepustakaan, Internet, Artikel, serta

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

* Hilmah Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung
Alpabeta, 1995), him. 65
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F. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data diperoleh dari:
1. Pengamatan (Observasi),
Penulis mengamati objek langsung yang akan diteliti, kemudian mencatat data

yang diperlukan dalam penelitian. Observasi ini dilakukan untuk menghilankan rasa

keragu-raguan peneliti pada data dikumpulkan karena diamati berdasarkan

kondisi nyata dilapanagg

an data yang lebih
relefan yang ) % an dengan penulis
yang secara (

3. Doku

Doku al i . -data tertulis yang

untuk teknik dokumentasi yakni K atau handphone, dengan cara mengambil

gambar, vedio maupun melakukan perekaman suara.

¥ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: Pt. Raja Grafinso Persada,
2008), 152

¥ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet, 1 Jakarta
Bumi Aksara, 2008), h. 69 j
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G. Keabsahan Data

Keabsahan data guna menjamin dan mengembangkan validasi data yang akan
dikumpulkan dalam penelitian, teknik triangulasi akan dikembangkan. Dalam
penelitian ini teknik triangulasi yang hanya digunkakan yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu 13 kan data sejenis dari beberapa sumber

dengan mengumpulkan g ogram yang gali dari sumber

data yang beryg

ang sama dengan

menggunaka bservasi.>
H. Teknik

Tekn p yang didapatkan
berupa data-datasgias anga_serta disusun berdasarkan
kategori/struktur kelomp | jo Jan cara observasi, wawancara,
dan melakukan rekaman suara dan ggunakan perhitungan statistiska sebagai
alat bantu analisis data.

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi yaitu merangkum, pada tahap ini peneliti memilah informasi nama

yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. setelah direduksi data

34 Mudja Raharjo, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, UIN Malang, 2010
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akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga dapat
yang lebih jelas mengenai objek penelitian.*®
2. Penyajian Data
Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang dapat

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

Penyajian data dilakukan dala raian penjelasan, skema atau bagan.

Sehingga penyajian daz gulis dalam penelitian dengan
demikian, lang patif adalah menarik
kesimpulan Kan temuan dan melakukar
3. Kesi

Pada ri hasil penelitian.
Sebelum me elakukan reduksi,
penyajian d kegiatan tersebut.

Penarikan kesi

% Budhi Yanto, “Pengertian Reduksi Data”, https://www.pengertianilmu.com/2019/07/
pengertian-reduksi-data,html. 2014.



https://www.pengertianilmu.com/2019/07/

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah PT. Taspen (Persero) Kota Palopo
PT. Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri merupakan

Badan Usaha Milik Negara yang Wi tugas untuk mengelola adanya program

Asuransi Sosial Pegawai [ ggram THT atau Tabungan Hari
Tua dan Dana P Kesejahteraan Pegawai
Negeri pada

Peme iri aha : gan dan Asuransi
Pegawai Neg ah No. 15 Tahun
1963. Pembe Negeri ditetapkan
dalam Perat pelanjaan Pegawai
abungan Asuransi
Keuangan RI Kep. 749/ MK PN TASPEN beransformasi menjadi
Perusahan Umum.

Peningkatan status dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan dilakukan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1982 dengan
nama PT Taspen (Persero) yang menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua dan

Program Pensiun. Terhitung pada 1 April 1990 wilayah Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, Irian Jaya idan Timor-Timur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

49
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Nomor: 79/ KMK.03/ 1990 tangga 22 Januari 1990 dan surat Menteri dalam Negeri
Nomor: 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990, sehingga pelaksanaan pembayaran
pensiun PNS nasional telah terlaksanakan pada tanggal 1 April hingga saat ini.

Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatue Sipil Negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2015 tanggal mber 2015 tentang Jaminan Kecelakaan

Kerja dan Jaminan Kegs Sipil Negara yang kemudian
telah diubah g “Mmerinta g 2017 tanggal 29
Desember 20 or 70 Tahun 2015
tentang Jami Pegawai Aparatur
Sipil Negara i percayakan untuk

mengelola P S : M vyang terhitung

Lembaga-lembaga yang bekerjasa gan Perusahaan yaitu Badan Peimbangan
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM), Kementerian
Perhubungan (KEMENHUB), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dirjen Dukcapil
Kementerian dalam Negeri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara PT TASPEN

(Persero) dengan Mahkam Agung Republik Indonesia tentang sinergi layanan

berbasis elektronik bagi Apatarur Sipil Negara di Lingkungan Mahkama Agung,
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Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB, Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Sekretariat Negara.

PT Taspen (Persero) ini berada di bawah koordinasi kantor cabang utama
Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah Kantor Cabangan Palopo meliputi Kota Palopo,

Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten

Toraja dan Kabupaten Toraja Utayg abang Palopo sebenarnya sudah berdiri

dan aktif melayani peseyid &S di JI. K.H Ahmad Razak No.
11, Kota Palog Ran Kantor Walikota
(BUMN), saat ini
Jaminan Pensiun,
Jaminan Ha AMina i i han. Yang berhak

negara seperti Bupaki tan : day akilnya, Gubernur dan

Wakil Gubernur.

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang berbentuk bagan atau
herarki yang berisi deskripsi tiap komponen perusahaan, dengan tujuan memudahkan
dalam pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah

perusahaan.

% Wawancara, Yohanes Eka S A selaku Asman Umum SDM pada PT Taspen (Persero)
Kota Palopo.
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a. Gambar Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PALOPO

BRANCH MANAGER
B

A

Bum

NIK. 1619

ASMAN LAYANAN DAN MANFAAT
as3én

ASMAN ADM KEUANGAN ASMAN KAS DAN VERIFIKAS
tasPén

T om et £

NIK. 1977 NIK. 3819 NIK. 2195

STAFF AO STAFF LAYANAN DAN MANFAAT STAFF ADM KEUANGAN STAFF KAS DAN VERIFIKASI
tasPén sl asPén
E= o S
NIK. 3239 NIK. 80164 NIK. 3380 NIK. 3071

b. Tanggung Jawab Jabatan
Tugas pokok dari Asman ADM Keuangan yakni membantu tugas kepala
Kantor Cabang Utama dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan administrasi

keuangan dan arus keluar program tabungan. Adapun urain tugasnya adalah :



Table 4.1 Finance ADM Section Head Palopo
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: : BRANCH
Jabatan | o \NEREEE ADMSECTIONFEAD japatan | MANAGER
PALOPO
Unit : KC Palopo Unit : KC Palopo
No | Aspek Indikator Atasan Indikator
. . Monitoring anggaran dan
1 | KPI Bersama Perygendqhan Biaya realisasi setiap akun
Unit Kerja )
operasional kantor cabang
Mengikuti Rapat Komite
2 | KPI Bersam
ersama 5.00 Freku_ensi Anggaran
3 | KPI Bersama Memastikan tercapainya
4 | KPI
sosialisasi dan
5 | KPI n produk anak
) Pengajuan
6 | KPI
7| KPI Klim <45 menit
g Penggunaan
8 | KPI Unit
Monitoring Penerimaan
9 | KPI Unit Kerja luran Pensiun, THT, JKK,
JKK dan JKM PNS JKMPNS
Ketepatan Memverifikasi Akurasi
10 | KPI Unit Kerja penyampaian Laporan Naalan Keuangan pada
Keuanaan Neraca Saldo Program
g APBN, AIP, dan KAI
Memverifikasi Akurasi
Ketepalel Laporan Keuangan pada
11 | KPI Unit Kerja penyampaian Laporan P ganp
Keuangan Neraca Saldo Program
THT, JKK, dan JKM
12 | KPI Unit Kerja Non KPI leguehalisa dan
Memonitoring
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Rekonsiliasi IWP

Program Pensiun, THT,
JKK, dan JKM ASN dan
Non ASN

13

KPI Unit Kerja

Non KPI

Memverifikasi
perhitungan LPT dan
Perhitungan Pajak dari
Bidang USDM

14

KPI Unit Kerja

15

16

17

18

19

Memonitoring,
Memverifikasi dan
Menyampaikan Usulan
RKAP

emerlksan dan

20

KPI Unit Kerja

an Piutang luran
G- T, JKK, dan

Viemverifikasi Voucher
penerimaan luran JKK dan
JKM

Non KPI

Berpartisipasi dalam
pelaksanaan tugas diluar
tanggung jawab.

Sumber : PT Taspen (Persero) Kota Cabang Palopo

3. Kegiatan Operasional Perusahaan

PT Taspen saat ini ada dua program utama yaitu Program Tunjangan Hari Tua

(THT) dan Program Pensiun, yakni:
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a. Program THT (Tabungan Hari Tua)

Tabungan Hari Tua adalah program asuransi dan manfaat uang tunai yang
dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki batas usia pensiun, meninggal
dunia, atau mengalami cacat total. Tujuannya ini bisa menjadi persiapan awal

memasuki masa pensiun, sebagaimana yang diaturkan dalam Undang-undang No 40

Tahun 2004 tentang sistem Jamig anfaat JHT diberikan kepada peserta
tanpa harus menunggu usi
diri dari Asuransi
Dwiguna ya i itarnms A\suransi Kematian
yang memberikan
jaminan ke kepada peserta
dibayarkan s u bisa dibayarkan
kepada ahli m mencapai batas
usia pensiun.
Sedangkan peserta ebelum mencapai batas usia
pensiun atau bukan karena menifg Mia, peserta tersebut tetap memperoleh
pembayaran sekaligus dalam bentuk tunai. Selain itu program Asuransi Dwiguna juga
memperoleh Asuransi Kematian tanpa harus menambah iuran, serta program
Asuransi Kematian ini juga merupakan asuransi seumur hidup bagi peserta dan
istri/suami dan merupakan program berjangka bagi anak peserta yang belum
mencapai usia 21 tahun atau 25 tahun bagi yang belum menikah dan masih

sekolah/kuliah.
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b. Program Pensiun
Keputusan Menteri Presiden Rl No. 56 tahun 1974, untuk pembiayaan
kesejahteraan Pegawai Negeri maka pada tanggal 1 Januari 1975 setiap pegawai

negeri dikenakan iuran sebesar 4% dari penghasilan setiap pensiun, sejak 1April 1977

iuran dana pensiun beruba menjadi gerdasarkan keputusan Presiden RI No. 8

tahun 1977, iuran tersep g peserta dari gaji pokok PNS
setiap bulann glengan dana pensiun
yang sebena odal awal Fully Fanded. pada awalnya di
euangan sekarang
AN surat  Menteri
Keuangan N

Pensi | : A T I tua bagi pegawai

You Go), dalam perkembangannya™ aran PNS berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.02/2016 tentang pelaporan dilakukan

berdasarkan pengelolaan akumulasin iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat
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Negara, dan penerimaan dana pensiun telah diatur pada UU No. 11 tahun 1969
tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.*’

Biaya penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi luran Pensiun

Pegawai Negeri dan Pejabat Negara menetapkan imbal (fee) Pengelolaan Badan

Penyelenggara Pensiun sebesar 6 Rasil investasi dikurangi biaya investasi

tahun berkenaan. Dangg Qdigunakan oleh Pemerintah
dalam pemba 2 menjadi tanggung
jawab APB , pada tahun 1994
dana terseb faat pensiun PNS
dengan meng Jana pensiun yang
ada di PT T ensiun merupakan

sistem dima . 01+ i ‘ Repje do rta. Pemberi kerja

(PNS), Pegawai ASN Pusat/ Daera NI/ PORLI dan PNS dari kementrian
Pertahanan yang diberhentikan sebelum 1April 1989, Veteran Pejuang, Pembela
Kemerdekaan, dan PKRI/ KNIP. Penerimaan tunjangan Veteran dan Dana

Penghormatan, bayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2014

37 Krisnasari, “Analisis Sistem Pay As You Go Sebagai Sistem Pembayaran Program Pensiun
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia”, Prodi llmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan
limu Politik, 2012, h. 54

% Krisnasari, “ Analisis Sistem Pay As You Go Sebagai Sistem Pembayaran Program Pensiun
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas
Indonesia, 2012, h. 56-57
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tentang Pelaksanaan UU No. 15 tahun 2012 tentang Veterang Indonesia, yang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2016.
4. Proses Bisnis
PT Taspen saat ini menjalankan 4 bagian program, ada dua program utama

yaitu Program Tunjangan Hari Tua (THT) dan Program Pensiun. Serta ada dua jenis

program lainnya seperti Program ecelakaan Kerja (JKK) dan Prangram

Jaminan Kematian (JKIM aspen (Persero) saat ini ada
dua yakni, AR Raerah, proses bisnis
merupakan AN program yang

berjalan, unt

Z>e>oczmy

» Abumulesl ran Peasin
Ocatunghin uluk oy Funged
omPIR
st Jasa [vw) 6.7% & Hasd Imasas
PUK, 100PAK 3212018

Andal Melayani

Gambar 4. 2 Proses Bisnis
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B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian

a. Analisis Sistem Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun Yang
Diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo

Sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun pada PT.Taspen (Persero)

Kota Palopo sampai saat ini masi an sistem Pay As You Go, sistem Pay As

You Go merupakan sisteg gasih dipenuhi secara langsung
oleh perusahg g e dasarnya PT.Taspen
(Persero) me h peserta sebagai
bentuk Aku pembayaran uang
pensiun. Ske j n dari hasil iuran
en (Persero) Kota
Palopo dita dmgeta dari 4 ar ; egara (APBN).

an, mengemukakan

“Taspen (Persero)mengelola dana yang sumbernya memang dari peserta

Taspen itu sendiri, sistem ini secara otomatis gaji peserta dipotong ketika peserta
masih menjadi ASN/PNS dan akan dikembalikan atau dibayarkan kembali ketika
peserta telah memasuki batas usia pensiun”.

Sementara, informasi yang diperoleh dari bapak Yohanes Eka S A selaku
Asman Umum dan SDM, menyatakan pendapatnya mengenai penerapan sistem

pembayarn iuran dana pensiun, adalah:
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“Penyetoran iuran dana pensiun berasal dari pemerintah dan peserta ASN/ PNS
yang gaji mereka terpotong otomatis ketika peserta masih aktif bekerja sebagai
ASN/PNS. Kemudian Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran, setelah itu
memberikan potongan iuran untuk disetor ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN)untuk dikelolah terlebih dahulu, setelah itu disetor ke kantor Taspen
untuk dikelola iuran tersebut sebesar 8%, dan iuran harus masuk mulai tanggal 1

dan paling lambat tanggal 5 dan di setorkan setiap bulan, kemudian Taspen

mengelolah iuran dana pensiug perekaman ke dalam sistem sesuai

akun masing- masing.”’
it diketahui bahwa, PT

Taspen (Pers : nsiun yang berasal
yang terima akan
dipotong sed At : an (gaji pokok +
ok dari ASN/PNS

menjadi lura ¥ F ar 8 ; an telah masuk di

menerbitkan Surat Perintah Pef€ SP2D) dari Kas Negara atas nama
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), Potongan iuran
tersebut terlebih dahulu dikelola di KPPN, setelah pengelolaan selesai KPPN
kemudian menyetor iuran tersebut ke kantor Taspen (Persero) untuk dilakukan

perekaman ke dalam sistem sesuai akun masing-masing peserta yang menerima dana

pensiun.
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Pembayaran pensiun ASN/PNS dibayarkan oleh Pemerintah melalui APBN
(Pay As You Go) melalui surat Menteri Keuangan Nomor: 892.1.8411 tanggal 13
Oktober 1986, tiap perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN
juga bersumber dari dana pensiun PNS. Pada tahun 2015 biaya penyelenggaraan

Pensiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/ PMK.02/

2015 tentang Biaya Operasiog jvelenggaraan manfaat Pensiun  yang

dilaksanakan oleh PT abri (Persero), besaran biaya
penyelenggarg erja, sebagaimana
yang sudah cara perhitungan,
pencairan, d laksanaka oleh PT
Taspen (Pers

Berd i ' i T, 5ero) menjalankan

proses bisnig APBN untuk ASN

dimaksud dalam pasal 6 yang bera peserta di lingkungan Instansi pusat dan
Instansi daerah ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk selanjutnya disetorkan kepada badan penyelenggara.”® Sedangkan

** PMK 82/ PMK.02/2015 dan PERDIRJEN 44/PB/ 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penyediaan, Pencairan, dan Pertangungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT
Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

%% pPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6A PP
20/2013.
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dana pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 ayat (1) huruf a
disetorkan ke Kas Negara melalui potongan (Surat Perintah Membayar) SPM gaji.
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah surat perintah membayar langsung kepada
bendahara pengeluaran atua penerima hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau

Pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau

surat perintah kerja lainnya.*

Berdasarkan wayug aspen (Persero) oleh bapak Giri

Pratama llya e 2 a0 Wajib Peserta 8%

“Proses tata Direktorat Jendral
Umum, kemudian
tah Daerah ketika
ah, nanti Bendaha
Umum Daer mengl ) . bayar gaji bersih
e KPPN lanjut di

Kantor Pusat Taspen h eputusan Pembayaran Dana
Perhitungan Fihak Ketiga.

Dari kantor pusat Taspen membuat tagihan ke Direktorat Sistem
Perbendaharaan kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar ke KPPN
Jakarta Il, kemudian KPPN Jakarta Il nanti mengirimkan SP2D untuk pencairan ke
Bank baru masuk Dana, jadi data dulu yang di kirim dari KPPN sampai ke Bank
kemudian uang dari Taspen Pusat pelimpahannya ke Kantor Cabang Taspen. Pada
saat uang atau Kas masuk ke Taspen Bendahara Umum Daerah akan mengirim BPN/

* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/ PMK.05/ 2019 Tentang Dana
Perhitungan Pihak Ketiga, Pasal 25 & 26.
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Biling atau daftar gaji, seperti Biling Dinas Pendidikan, Biling Dinas Pariwisata,
Biling Dinas Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Taspen akan mencocokkan uang
yang masuk dengan Biling Dinas yang tadi apakah sudah sesuai atau tidak uang
vang telah masuk”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa, struktur tersebut merupakan alur tata

cara penyetoran dan pencarian IWP 8% PNS Daerah. Sistem Pay As You Go untuk

PT Taspen (Persero) pada dasar mengelola iuran sebesar 8% yang akan

dibayarkan kepada pese dral Pencairan Dana (DJPK)
menyelenggarg pengelolaan dan
perimbangan i a AN retribusi daerah
sesuai dengs A udian Pemerintah
Daerah melu a ima rsebut berasal dari

Anggaran Pe AaSi emda untuk tujuan

sedangkan untuk bagian Bank bert(! perikan gaji pokok Pensiun (gaji bersih)
kemudian di setor ke KPPN. KPPN yang akan memberikan lagi potongan 8% untuk
di proses ke Kantor Taspen (Persero) dimana pengelolaannya itu untuk program
pensiun. Bertepatan Kas Daerah pada Pemda telah masuk pada bagian Bendahara
Umum Daerah (BUD) juga mengirimkan BPN (Bukti Penerimaan Negara)/Billing

Daftar Gaji, yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pembayaran secara Elektronik Pasal 1 Angka 17
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telah disebutkan bahwa BPN merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos
persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan menggunakan Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya
disamakan dengan surat setoran.

Sementara bagian KPPN khusus Pemerintah diberikan tugas untuk

melaksanakan kewajiban kewenang gdaharaan dan Bendahara Umum Negara
(BUN), penyaluran peg an, serta penatausahaan dan
pengeluaran 3 Rerundang-undangan.
Sedangkan u gi Perbendaharaan
(STIP-DJPB Kantor Pelayanan
Perbendahar: ahkan ke Kantor
Pengelolaan akan pengelolaan

pendapatan g pelaksanaan urusan

tata usaha Dire plaan Kas Negara yang
membuat Surat Keputus : Iy e gan Fihak ketiga (SKP-PFK)
yang kemudian surat tersebut disetG Kantor Pusat Taspen untuk diproses lebih
lanjut, setelah sampai di Kantor Pusat Taspen maka pihak KP Taspen memberikan
tagihan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP-DJPBN), kemudian di DSP-
DJPBN membuat Surat Perintah Membayar kepada KPPN Jakarta 1l sebagai KPPN

Pusat untuk disetorkan lagi ke Bank.*?

*2 Wawancara Giri Pratama Ilyas, “Tata Cara Penyetoran dan Pencairan IWP 8% PNS
Daerah”, 15 Agustus 2022.
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Pihak Bank yang melalukan pencairan kepada Kantor Pusat Taspen, sehingga
dana pensiun yang masuk diproses di KP Taspen sebagaimana kantor pengelolaan
dana. pihak KC Taspen yang membuat pelimpahan pencatatan, dilakukan pelimpahan
pencatatan dana karena yang melakukan pembayaran iuran serta menghadapi

langsung peserta yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) dan mitra bayar

merupakan kantor cabang Taspen (3

Gambar 4.3 Tata Cara AP 8% PNS Daerah

um Daerah

Mengirim BPN/Billing
Daftar Gaji

KP TASPEN
pencalran ' )

Berdasarkan observasi yangQ Oilaksanakan pada PT Taspen (Persero)
Kota Palopo, adapun beberapa informasi didapatkan berkaitan dengan peserta yang
menerima program dana pensiun dari Taspen, yakni pensiun ASABRI (Asuransi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesi), Pensiun Pertama (Pegawai yang sudah
memasuki masa pensiun) dan Pensiun Janda/ Duda (pegawai yang bersangkutan

sudah meninggal dan hak pensiun menjadi milik istri/ suami dan bisa ke anak sebagai

ahli waris).
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Program kesejahteraan tersebut meliputi program pensiun dan tunjangan hari
tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra putri
PNS. Untuk proses pembayaran dana pensiun bagi peserta pensiunan ada beberapa
persyarat dan ketentuan dokumen yang harus diajukan sebagai bukti data peserta

penerima dana pensiun dan persyaratan tersebut diajukan tergantung keperluan dari

klaimnya. Berdasarkan wawancarg Qapak Giri Pratama llyas selaku Asman

ADM Keuangan, meny3

“Proses pemba ¢ tidak akan pernah

varis yang berhak mé siun, karena telah

masuk perhi i a yang menerima
dengan angkatan
\sabri yang terima

dana pensiu n 1990-an karena

adanya perk aka untuk yang

angkatan be

Pensiun Pegawai dan Pensiun Jand® ¥Pegawai, sesuai dengan Undang-Undang
tersebut sumber dana pembayaran pensiun berdasarkan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) (Pay As You Go) dan Program Pensiun PNS bersumber
dari sharing Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Dan
klaim yang menerima dana pensiun tersebut tidak akan putus selama masih ada yang

berhak menerima apabila peserta pensiunan (pensiun pertama) baik sudah memasuki

masa pensiun maupun meninggal sebelum masa batas usia pensiun, maka gaji
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pensiun akan menjadi ahli warisnya adalah janda/dudanya (pensiun janda/duda) dan
apabila mereka keduanya telah meninggal maka ahli warisnya bisa berpindah ke
anaknya, misal ada anaknya 2 (dua), maka mereka berhak medapatkan dana pensiun
(gaji pensiun) dari orang tuanya. Begitupun dengan Pensiunan Asabri yang masih

menerima dana pensiun di Kantor Taspen (Persero) keluarganya masih berhak

mendapatkan dana pensiun dari otz 2 dengan syarat namanya masih terdaftar

sebagai penerima dana g o tersebut bukan hanya milik

pribadi kareng la i Rsiun maupun sudah

meninggal, § da tunjangan bagi

keluarga ba adalah tunjangan

keluarga bag
Pensiun Peserta
Pertama, da AW@INCS AESatu N Taspen (Persero)

Kota Palopo olé€ AR citdl Gefgan persiapan memasuki

“Sebelum memasuki batas usia pe@ aya urus berkas dari sekolah (tempat
kerja), dimasukkan dulu semua berkasnya biasanya ada contoh dikasih tapi lebih
bagus kalau kita liat di dinas pendidikan. Seperti saya kan dinas pendidikan jadi
informasi persyaratannya dari sana lalu kita lengkapi, ketika persyaratannya sudah
siap baru di kasih masuk ke dinas pendidikan Makassar, tapi biasa ditempat lain
beda karena kalau di Luwu biasa masuk ke daerah dulu baru ke Makassar. Karena di
Makassar itu ada surat keterangan dari gubernur berkaitan dengan masalah gaji,

kalau sudah ada surat keterangan gaji maka SKnya bisa diambil. Setelah lengkap
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berkasnya saya datang ke kantor Taspen melapor kembali setelah itu kami bisa
menerima gaji tiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait bahwa, Peserta yang menerima
dana pensiun dari kantor Taspen (Persero) sebelum memasuki batas usia pensiun jika
ingin mendapatkan dana pensiun peserta mesti memenuhi persyarat pengajuan klaim

ke Taspen (Persero) terlebih dahulyg Karena, proses pembayaran pensiun bisa

dilakukan apabila peserta Pensiun dan telah melengkapi

persyaratan lainnyg bahwa persyaratan yang

disiapkan sé alah menyiapkan

persyaratan mendapatkan SK

Pensiunnya. isa mengajukan ke

kantor Tasp¢ isa diproses lebih

lanjut, adapu

Pas Foto 3 x 4 (dua le
FC Identitas/ KTP Pemohon,
FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank),
Surat Keterangan Sekolah (anak 21- 25 tahun).*®

N o a M w D oRE

* Muhammad Indris, “Prosedur dan Cara Mengurus taspen bagi Pensiun PNS”,

https://money.kompas.com/read/2020/05/30/111200426/prosedur-dan-cara-mengurus-taspen-bagi-
pensiunan-pns?page=all., Kompas.com, Artikel diakses pada 30/05/2020.



https://money.kompas.com/read/2020/05/30/111200426/prosedur-dan-cara-mengurus-taspen-bagi-pensiunan-pns?page=all
https://money.kompas.com/read/2020/05/30/111200426/prosedur-dan-cara-mengurus-taspen-bagi-pensiunan-pns?page=all
https://www.kompas.com/
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Lanjut wawancara dengan bapak Ely Pirade mengenai pengajuan berkas
(dokumen) yang beliau ajukan di PT.Taspen (Persero) Kota Palopo merupakan
pengajuan pembayaran sekolah anaknya yang kuliah, beliau mengatakan bahwa:

“Gaji pensiun saya tanggungkan ke anak saya yang kuliah, anak saya ini kuliah
sudah semester 5 (lima) jadi masih ada tiga semester tanggungan biaya kuliahnya.
Sayakan baru pensiun hampir 2 tahug_artinya tunjangan yang gaji pensiun anak

saya juga terima itu sudah dig pamun pada saat bulan oktober lalu

kenapa gaji yang anak Sa bulan lalu tidak ada potongan,

jadi saya datang 3 ada berkas saya lupa

bawah. Kem menyarankan engajukan kembali

berkas pada at keterangan dari

kampus (tem i s ) arena, telat bulan

lalu (agustus ) ali 08 ini par tidak ada lagi

penerima dana pensiun, berdasarkan WaWancara dengan peserta (Bapak Ely Pirade)
beliau memberikan tunjangan kepada anaknya yang lanjut sekolah. Tunjangan bagi
anak sebesar 2% dari gaji pokok yang diterima dan itu akan berlaku apabila
memenuhi Syarat sesuai ketentuan aturan Taspen (Persero) sesuai aturan perundang-

undangan Nomor 12 Tahun 1967 pada pasal 9 ayat 2, bahwa: “Kepada pegawai yang

mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)
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tahun dan dan tidak kawin atau belum pernah kawin, diberikan tunjangan anak
sebesar 2% dari gaji pokok sebulan untuk tiap-tiap anak.”**

Adapun prosedur pembayaran program pensiun yang diajukan oleh pak Ely
Pirade berupa pengajuan klaim tujangan bagi anak yang berusia 21 s/d 25 tahun,

yakni:

1. Surat Keterangan sekola berlaku sesuai tahun ajaran dengan

catatan yang be gna beasiswa (penting), Akta

Kelahiran, d
2. enikah/bel Kepala Desa (jika

batan mengajukan
klaim pada b engajukan Kklaim.
Karena, keti enyertakan bukti

surat ketera

Costomer Service, oleh karena aKan kembali mengajukan klaim setiap
setahun sekali pada bulan September.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa sebagian dana pensiun yang

telah diterima oleh peserta pensiun pertama telah memberikan tunjangan 2% kepada

anaknya yang lanjut sekolah/kuliah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968), Pasal 9 ayat (2).
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undang No. 12 Tahun 1967 pada pasal 9 ayat 2, bahwa tunjangan tersebut merupakan
kewajiban bagi peserta pensiun yang telah menjadi bagian dari program pensiun itu
sendiri. Dan peserta berkewajiban menyampaikan perubahan data apabila anak yang
ditunjangkan telah meninggal/ nikah/ dewasa atau telah selesai sekolah/ kuliah.

Adapun pengelolaan dana pensiun bagi peserta Pensiun Janda/Duda,

sebagaimana sudah diatur dalam dang Nomor 11 Tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Peg jun diberikan sebagai jaminan
hari tua dan -undang tersebut:
“Bagi pega c 1 negeri CIe n berhenti sebagai
pegawai neg i i . i beban Anggaran
elenggaraan suatu

Dana Pensiu an di biayai sepenuhnya

oleh Negara an = ; al itu dibebankan

a Pensiun di Kantor Taspen

(Persero) Kota Palopo, oleh ibu N anhmuddin (52 Tahun) seorang Ibu Rumah

Tangga, mengatakan bahwa:

“Saya menerima gaji pensiun dari suami yang sudah meninggal sekitar 20 tahun
lalu, sebagai istri sahnya saya yang mengantikan suami terima gaji pensiunnya. Saya
ke Taspen untuk mengurus berkas pensiun Janda/ Duda sebagai persyaratan untuk
menerima gaji pensiun dari suami yang telah meninggal dan ada beberapa

persyaratan harus dilengkapi diantaranya SK Pensiun, surat pengantar dari istansi
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bagi yang meninggal dunia/ tewas/ cacat karena dinas, dan masih banyak lagi
peryaratan yang meski dilengkapi sesuai prosedur dari Kantor Taspen ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait bahwa, pembayaran bagi pensiun
Janda/Duda dibayarkan apabila peserta pensiunan telah meninggal. Sehingga yang
menjadi wali adalah istri sahnya bahkan bisa ke anak, sebagaimana yang telah

didasarkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 1969 pasal 16 ayat 2 mengenai Hak

atas Pensiun Janda/ Duda, Rz . 1969), “Apabila pegawai negeri

yang beristri ataup I untuk pegawai Negeri

Pria/ Suami \egeri Wanita, Y& lah terdaftar pada

kantor pensi At oleh pemerintah
bukti bahwa )ila sudah terdaftar
sebagai pene B persyaratan yang
diajukan ke

1. Surat ganta 5taNg ' i % Mcwas, cacat karena

2. Fotocopy SK Pensii

w

Fotocopy Surat Kematia urat Keterangan Janda/ Duda (dari
Surat Kematian),

Pas Foto 4 x 6 (5 lembar),
Pas Foto Surat Nikah Dilegalisir,

Foto Kopi Daftar Susunan Keluarga,

N o a &

Melampirkan Fotocopy dan Menunjukan Kartu Istri (KARSI)/ Kartu Suami
(KARSU) Asli.

** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan
Janda / Duda Pegawai, Pasal 16 ayat (2).
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Adapun hasil wawancara dengan ibu Eni Arifin sebagai peserta penerima dana
pensiun Janda/ Duda, menyatakan bahwa:

“Saya menerima gaji pensiunan dari suami yang telah pensiun, tapi suami saya itu
pensiun karena meninggal yang sebenarnya kalau tidak salah masih ada 5 (lima)
tahun masa kerjanya di pegadaia tapi sudah meninggal jadi saya yang terima gaji

beliau. Saya datang ke Taspen untuk mengurus beberapa berkas yang menjadi

persyarat untuk mendapatkan h ris sebagai pensiun Jandanya. Untuk

persyatannya itu saya bayg Taspen, surat keterangan ahli
waris, dan ada bebg b kti sahnya”.

Hasil Peserta penerima

dana Pensiu meninggal namun

kasus ini pe pensiun dan bisa

dibilang mas belum masa batas

pensiun yang dan bisa ke anak.

Karena, me peroleh ahli waris

untuk ahli waris PNS yang meningga elum masuk usia pensiun, diantaranya:

1. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP),

2. Asli Kutipan Perincian pembayaran Gaji (KPPG) yang dibuat oleh
bendaharawan gaji,

Fotocopy Surat Kematian Dilegaliris Oleh Lurah/ Kepala Desa/ Rumag Sakit.
Fotocopy Surta Nikah Dilegaliris Oleh Lurah/ KUA,

SK Kenaikan Pangkat/ Gaji Berkala Terakhir,

Fotocopy Indentitas Diri (KTP/SIM Paspor) pemohon yang masih berklaku,

o g ~ w
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7. Fotocopy Buku Rekening,
8. Kartu Taspen (Kartu Peserta Taspen).
Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta penerima dana pensiun pada

kantor Taspen (Persero) Kota Palopo bahwa, prosedur untuk sistem pembayaran dana
pensiun bagi PNS baik pensiun pertama dan pensiun janda/duda syarat utama dalam

pengurusan pengajuan klaim harus sesyai dengan persyaratan administrasi yang telah

diajukan ke kantor Taspe alopo. Persyaratan yang dimaksud

merupakan Surat gembawa  dokumen yaitu

Lembar Per duduk (KTP) Asli

yang masih bayaran program

pensiun me h peserta Taspen

apabila uang pengambilan uang

pensiun terse Taspen (Persero),

transfet via an via cek pos.*

2022 oleh bapak Ely Piradi be stem pembayaran dana pensiun untuk

proses pengambilan uang pensiun, mengatakan bahwa:

“Untuk pembayaran gaji pensiun saya ambil/ menarik di bank mandiri Taspen,
karena pembayaran yang saya ajukan pembayaran tidak langsung (transfer) yang
kebetulan Kantor Taspen bersebelahan dengan bank BRI depan kantor Wali Kota

Palopo.”

“® Aulia Fitri Ayu Dina Siregar, “Analisis Pengendalian Internal Atas Pembayaran Dana
Pensiun Pada PT TASPEN (Persero) KCU Medan”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, h. 62.
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Lanjut wawancara kepada peserta Pensiun Janda/Duda pada 20 September
2022 oleh ibu Nurmala dan ibu Eni Arifin, mengatakan bahwa:

“Saya ambil gaji pensiun datang langsung datang ke Kantor Taspen dengan
menggunakan kartu peserta Taspen sebagai bukti Pensiunan PNS”.

Dari hasil wawancara yang terkait bahwa, untuk pembayaran dana pensiun di

kantor PT Taspen (Persero) bisa dilakukan secara langsung (tunai) maupun tidak

langsung (transfer) peserta. Untuk pembayaran

menggunakan kart pokan via transfer Taspen
(Persero) tel gara (HIMBARA)
yakni BRI d3 akyat (BP Tapera)
PT Gemilang yanan bagi peserta
Taspen (Pers erja sama dengan
Bank Mandi kan pada segmen

UMKM dan

7 https://www.taspen.co.id/tentang-kami/anak perusahaan, diakses Rabu Oktober 2022.



https://www.taspen.co.id/tentang-kami/anak_perusahaan
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Sistem Pembayaran Klaim Formulir Pemohon Pembayaran (FPP)

PesertaTaspen

A

Penerimaan dan
Penelitian SPP

A

Verifikasi Data

Sumber: PT TaSp P) Kota Cabang Palopo
Gambar 4. 4 Flowchart pengajuan Klaim
PT Taspen (Persero) Kota Palopo, dilihat dari penerepannya dalam
menyalankan prosedur tersebut tidaklah mudah sebab ada beberapa factor yang bisa
menjadi penghambat dalam pelayanan pembayaran pensiun karena belum ada sistem
sendiri untuk memotoring kas yang telah masuk dan kurangnya kesadaran peserta

terhadap informasi yang diberikan sehingga peserta mendapatkan informasi yang
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kurang jelas. Berdasarkan wawancara dengan bapak Giri Pratama Ilyas selaku Asman
ADM Keuangan, mengatakan bahwa:

“Untuk faktor penghambatanya sendiri bisa dibilang sistem informasi teknoliginya
Taspen (Persero) Kota Palopo sementara ini masih mengikut punya KPPN ousmar
untuk memotoring uang yang dari Pemda sudah masu atau belum, karena Taspen

belum memiliki aplikasi khusus untuk melakukan pengecekan bahwa iuran atau kas

dari Pemda sudah masuk.

Dari hasil wawan Rarsero) Kota Palopo dari sistem

informasi untu gari Pemda belum ada
aplikasi khus memotoring uang Taspen (Persero)
Kota Palopo BN ; roses pengelolaan
pembayaran tersebut bisa saja
Kantor Tasp tugas. Sedangkan
Taspen (Pers pen (Persero) telah
bekerja denganiNBetnsE i . Wietapkan bahwa target
telah berhak menerima dana pe un disisi lain, ada saja kendala dari
peserta yang masih terdaftar aktif kerja dan wajib menyetor iuran dana pensiun.
Berdasarkan wawancara dengan bapak Giri Pratama Ilyas mengenai kendala dari
peserta Taspen (Persero), adalah:

“Bisa jadi hambatan kami dalam sistem pengelolaan dana pensiun untuk wilayahnya
kita karena belum teredukasi dengan baik karena terkadang pesertanya sendiri tidak

sadar bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dengan tepat waktu”.



78

Hasil wawancara yang terkait, bahwa sistem pengelolaan dana pensiun Taspen
(Persero) terkadang belum berjalan dengan baik karena peserta yang tergolong masih
aktif kerja yang akan menerima dana pensiun terkadang tidak sadar bahwa sistem
pembayaran dana pensiun telah diterapkan adanya LKO (Layanan Klaim Otomatis).

Layanan Klaim Otomatis sangat efektivitas dan efesiensi, serta salah satu inovasi oleh

PT Taspen (Persero) untuk memna gngkaun pelayanan, mempermudah dan

mempercepat proses pai a manfaat pensiun dalam
melakukan peg : : 8 peserta yang telah

terdaftar pers perlu lagi datang

h pensiun dapat
dibayarkan s ntuk pembayaran

pensiunnya { bulan ini, dengan

memeriksa kel va menuhi kelengkapan
berkas, maka untuk pe o paling lambata 3 (tiga) hari
perhitungan sejak ditetapkan tel8 I kelengkapan dan persyaratan
administrasi untuk pembayaran dana pensiun akan ditransfer ke rekening pemohon.
b. Proses Evaluasi Terkait Dengan Penerapan Sistem Pembayaran Premi
Asuransi Dana Pensiun pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo
Evaluasi terhadap penerapan sistem pembayaran dana pensiun untuk PNS bisa

dilinat dari peraturan yang telah mengikat dan berkaitan dengan kebijakan

pembiayaan Pay As You Go dapat dilihat dari segi kelembangaannya, yang dimaksud
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adalah pihak berkepentingan dalam perumusan dan pelaksanaa kebijakan sistem ini.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1969 pasal 2
yang mengatakan bahwa:

"Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti

sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas bebab

Anggaran Pendapatan dan Bg egara, menjelang pembentukan dan
penyelenggaran suatu diatur dengan pengeluaran-
pengeluaran

Pasal Jindikasi e entuknya Lembaga
Dana Pensiu emerintah melalui
APBN. Apal mbiayaan pensiun
akan diserah ngan sistem Fully

Fanded, alas Funded agar tidak

tersebut memiliki perbedaan pada Pe untuk pembayaran iuran pensiun karena
untuk sistem Fully Funded diambil dari pendapatan penuh yang dibawa pulang atau
Take Home Pay (THP). Sedangkan sistem Pay As You Go hanya di ambil dari gaji
pokok pegawai. THP dan gaji pokok berbeda untuk THP adalah gaji dan berbagai
tunjangan yang akan di terima PNS setiap bulan.

Dari hasil dokumentasi bahwa, PT Taspen (Persero) Kota Palopo sebelum

terbentuknya Lembaga Dana Pensiun maka pembiayaan pensiun itu anggarannya
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dibebankan kepada Negara. Anggaran tersebut dibiayai langsung oleh APBN dan
diberikan kepada peserta pensiun setiap bulan seperti menganggarkan gaji, itulah
sistem Pay As You Go yang pendanaannya langsung dari APBN karena PNS
dibayarkan langsung bukan melalui lembaga dana seperti yang sudah diamantkan

dalam UU No. 11 tahun 1969 pasal 2 tentang pembiayaan pensiun, Pensiun-Pegawai,

Pensiun Janda/Duda dan tunjangag serta bantuan-bantuan di atas pensiun

yang dapat diberikan beyg U ini.* Sehingga sistem Pay

As You Go B _belum memastikan

apakah Dan: bisa juga Badan

Hukum. Ber ¢ iri lyas selaku Asma
ADM Keuan

“Sistem Pay na sistem ini tidak

mengharuska k pelaksanaannya
masih diawa daan. Karena, PT
pihak atau lembaga saja 3 mel pihak seperti Kementrian
Keuangan, Badan Kepegawala Kementrian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan PT Taspen (Persero) melibatkan
beberapa Bank .”

Hasil wawancara yang terkait bahwa, lembaga yang telah bekerjasama dengan
PT Taspen (Persero) secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

penerapan sistem Pay As You Go. Lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas

*8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 2.



81

merupakan adalah lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri, Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi bersama dengan BKN memiliki tugas
merumuskan dan membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan sistem
pembiayaan pensiun serta melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kebijakan yang

berkenaan dengan sistem pembiayaan pensiun.

Ketetapan Pemerintah ingig gkan sistem Fully Fanded karena sistem

Pay As You Go sudah & di Indonesia saat ini. Sebab
kondisi pensiy flakutkan pemerintah
tidak mamp mbas peningkatan
hutang ke awatri akan lebih
membebanka laksanakan dalam
pembiayaan ang baru masuk.
Berdasarkan iri Pratama llyas

“Menerapkan sistem bar( N, Y sten Fully Funded memang sudah

diwacanakan, untuk mengantika As You Go. Karena, pendanaan dari

sistem tersebut memberaktan APBN tiap tahun akibat meningkatnya alokasi yang
harus ditanggung”.
Hasil wawancara yang terkait, Pemerintah sudah lama berencana beralih ke

sistem Fully Funde. Karena dalam penerapan sistem Fully Funded, Pemerintah dan
Pegawai Negeri Sipil iuran tersebut diakumulasikan dalam suatu dana. Pembayaran
iuran oleh Negara berlangsung selama PNS tersebut masih aktif bekerja, ketika PNS

telah memasuki batas usia pensiun, maka pembayaran iuran Pemerintah dan PNS
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dihentikan sedangkan pembayaran pensiun bersumber dari dana hasil pemupukan
iuran PNS dan Pemerintah. Berbeda dengan sistem Pay As You Go berjalan sampai
saat ini, iuran pensiun yang diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai negeri yang
masih aktif bekerja setiap bulan untuk digunakan pembiayaan program pensiun

pegawai non aktif atau disebut dengan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Pertimbagan dari penetapag eiem Pay As You Go segera digantikan
dengan sistem Fully Fapg

1. Adanyg R diwujudkan dengan
pelaksanaan aksanaan program
pensiun PN i A ?  Undang-Undang
Pokok-pokok i ! rundang-undangan

sebagai land i emerintah tentang

bersama-sama. Dimana antara peke dlam hal ini pegawai negeri sipil, dan
pemberi kerja atau Pemerintah, melakukan iuran bersama-sama untuk menbiayai
program pensiun dari pegawai bersangkutan. Tidak seperti sistem Pay As You Go saat
ini premi hanya dibayar oleh para pegawai, sedangkan pemerintah selaku pemberi
kerja belum melaksanakan kewajiban membayar premi pemberi kerja.

3. Dibentuknya Lembaga Dana Pensiun, suatu lembaga yang secara mandiri

mengelola dana pensiun PNS. Dalam sistem Fully Fanded, dana yang berasal dari
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iuran diinvestasikan yang hasil investasi tersebut dipergunakan untuk membayar
manfaat pensiun pegawai negeri. Lembaga ini sebaiknya bukan berasal dari swasta
tetapi dari pemerintah atau BUMN agar pengelolaannya dapat diawasi oleh negara
dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai asas keadilan dan tepat sasaran.

4. Dipenuhinya pembayaran past service liability (PSL). PSL merupakan iuran

pemerintah yang dibayarkan. Meg aris dari BKN menjelaskan mengenai

PSL, bahwa pembayarag julkan dari iuran peserta dan
pemberi kerja engan terbentuknya

dana pensiu

terkait dengan tugas dan kewajiban dari PT Taspen (Persero) Kota Palopo dalam
menyelenggaran pembayaran dana pensiun yang menggunakan sistem Pay As You
Go. Pada dasarnya PT Taspen (Persero) mengelola dana pensiun yang mana akan
dibayarkan oleh peserta sebagai bentuk Akumulasi luran Pensiun (AIP) yang
dicadangkan untuk sistem Fully Funded dan buka sebagai sumber pembayaran uang

pensiun. Skema Pay As You Go menunjukkan bahwa dana pensiun dari hasil iuran
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ASN/PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen (Persero) Kota

Palopo ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
PT Taspen (Persero) Kota Palopo memang ditugaskan untuk mengelola

program pensiun yang berasal dari potong gaji peserta yang masih aktif sebagai

ASN/PNS. Gaji yang terima akan dipotong secara otomatis sebagai iuran dari

penghasilan sebulan (gaji pokok keluarga), potongan gaji pokok dari

ASN/PNS menjadi lurgg 8%. Ketika anggaran telah
masuk di Pemg & di 0 PNS (sebesar 10%
penerbitan egara atas nama
Kementerian ), Potongan iuran
tersebut terl an selesai KPPN
kemudian untuk dilakukan
perekaman ke 08 & yang menerima dana
pensiun.

Melalui surat Menteri Keld Jomor: 892.1.8411 tanggal 13 Oktober
1986, mengenai pembayaran pensiun ASN/PNS dibayarkan oleh Pemerintah melalui
APBN (Pay As You Go) tiap perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari
APBN juga bersumber dari dana pensiun PNS. Pada tahun 2015 biaya
penyelenggaraan Pensiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan manfaat

Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero),
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besaran biaya penyelenggaraan pensiun dihitung berdasarkan proporsi Beban Kerja,
sebagaimana yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan mengenai tata cara
perhitungan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana belanja pensiun yang
dilaksanaka oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Sistem Pay As You Go untuk PT Taspen (Persero), berdasarkan hasil

wawancara dengan pegawai P Persero) Kota Palopo untuk proses

penerapan sistem pembg psiun bisa dilihat dari tata cara
penyetoran dag S Daerah yakni,
Direktorat J perumusan dan
pelaksanaan ke daerah lainnya,
dan pajak da ibusi : : aturan Perundang-
undangan, kg I hsi Umum (DAU),
dimana DA [ her=sa i gapatan . a Negara (APBN)
yang dialoka5| da heral emampuan keuangan
antar daerah. ‘ 7

Pemerintah Daerah melakd otongan 10% dari gaji pokok peserta
pensiun kemudian membuat SP2D untuk ke Bank dan KPPN (Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara) untuk diproses lebih lanjut dimana, sedangkan untuk bagian
Bank bertugas memberikan gaji pokok Pensiun (gaji bersih) kemudian di setor ke
KPPN. KPPN yang akan memberikan lagi potongan 8% untuk di proses ke Kantor
Taspen (Persero). Bertepatan Kas Daerah pada Pemda telah masuk pada bagian

Bendahara Umum Daerah (BUD) juga mengirimkan BPN (Bukti Penerimaan
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Negara)/Billing Daftar Gaji, yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pembayaran secara Elektronik Pasal
1 Angka 17 telah disebutkan bahwa BPN merupakan dokumen yang diterbitkan oleh
bank/pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan menggunakan Nomor

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai sarana administrasi lain yang

kedudukannya disamakan dengan

Sementara bag|j ah diberikan tugas untuk
melaksanaka ar ( hara Umum Negara
(BUN), pen g enatausahaan dan
pengeluaran undang-undangan.
Sedangkan u gi Perbendaharaan
(STIP-DJPB Kantor Pelayanan
Perbendahar: hkan ke Kantor
Pengelolaan KaSEINES ra menye g0arakan pengelolaan
tata usaha Direktorat Pengelolaan F pera. Karena Pengelolaan Kas Negara yang
membuat Surat Keputusan Pembayaran Dana Perhitungan Fihak ketiga (SKP-PFK)
yang kemudian surat tersebut disetorkan ke Kantor Pusat Taspen untuk diproses lebih
lanjut, setelah sampai di Kantor Pusat Taspen maka pihak KP Taspen memberikan
tagihan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP-DJPBN), kemudian di DSP-
DJPBN membuat Surat Perintah Membayar kepada KPPN Jakarta 1l sebagai KPPN

Pusat untuk disetorkan lagi ke Bank.
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Pihak Bank yang akan melalukan pencairan kepada Kantor Pusat Taspen,
sehingga dana pensiun yang masuk diproses di KP Taspen sebagai kantor
pengelolaan dana. Kemudian KC Taspen membuat pelimpahan pencatatan, dilakukan
pelimpahan pencatatan dana karena yang melakukan pembayaran iuran serta

menghadapi langsung peserta yang telah memasuki batas usia pensiun (BUP) dan

mitra bayar merupakan kantor aspen (Persero). Sebagai mana bahwa,

Penggunaan Dana APBJ pensiun PNS telah diatur oleh
Kementerian k entang Pengelolaan
Akumulasi | gara menetapkan
imbal jasa (f ar 6,7% dari hasil

PT apa peserta yang
pensiun ASABRI
(Asuransi AngKa ‘rtama (Pegawai yang
sudah memasuki ; anda/ Duda (pegawai yang
bersangkutan sudah meninggal dan un menjadi milik istri/ suami dan bisa ke
anak sebagai ahli waris). Dan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan UU No 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai, sesuai
dengan Undang-Undang tersebut sumber dana pembayaran pensiun berdasarkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Pay As You Go) dan Program
Pensiun PNS bersumber dari sharing Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan.
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Untuk klaim yang menerima dana pensiun tersebut tidak akan putus selama
masih ada yang berhak menerima apabila peserta pensiunan (pensiun pertama) baik
sudah memasuki masa pensiun maupun meninggal sebelum masa batas usia pensiun,
maka gaji pensiun akan menjadi ahli warisnya adalah janda/dudanya (pensiun

janda/duda) dan apabila mereka keduanya telah meninggal maka ahli warisnya bisa

berpindah ke anaknya. Adapun pe 21k yang belum meninggal maupun telah

meninggal terdapat sya aLikan tunjangan bagi keluarga
baik istri mayg iangan keluarga bagi
peserta PNS

Deng Pensiun Peserta
Pertama dari sia pensiun maka
peserta mest (Persero) terlebih

dahulu. Karg bila peserta telah

Pendidikan. Adapun manfaat pensit pditerima oleh peserta yang menerima dana
pensiun di PT Taspen (Persero) Kota Palopo berupa tunjangan yang diperoleh sesuai
dengan kebutuhan bagi peserta penerima dana pensiun, berdasarkan hasil dari
wawancara dengan peserta bahwa, beliau memberikan tunjangan kepada anaknya
yang lanjut sekolah/kuliah.

Tunjangan tersebut sebesar 2% dari gaji pokok yang diterima dan itu akan

berlaku apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan aturan Taspen (Persero) sesuai
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aturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1967 pada pasal 9 ayat 2,
bahwa: “Kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur
kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan dan tidak kawin atau belum pernah kawin,
diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok sebulan untuk tiap-tiap anak.”

Dan peserta berkewajiban menyampaikan perubahan data apabila anak yang

ditunjangkan telah meninggal/ nikah aatau telah selesai sekolah/ kuliah.

Adapun pengelg geserta Pensiun Janda/Duda,
sebagaimana ahun 1969 tentang
Pensiun Pegg AN sebagai jaminan

hari tua dan bnsiun Janda/Duda

dibayarkan eninggal setelah
pensiun ma njadi wali adalah
istrinya bahk intah bukti bahwa
Hak pensiun dag iberike //: terdaftar sebagai

Peserta penerima dana pers a kantor Taspen (Persero) Kota Palopo
bahwa, prosedur untuk sistem pembayaran dana pensiun bagi PNS baik pensiun
pertama dan pensiun janda/duda syarat utama dalam pengurusan pengajuan klaim
harus sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah diajukan ke kantor Taspen
(Persero) Kota Palopo. Persyaratan yang dimaksud merupakan Surat Permohonan

Pembayaran (SPP) dan membawa dokumen yaitu Lembar Perhitungan Hak (LPH)

serta membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli yang masih berlaku dan Surat
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Keputusan (SK) Asli. Prosedur pembayaran program pensiun merupakan langkah-
langkah yang harus dilakukan oleh peserta Taspen apabila uang pensiunnya ingin
proseskan lebih lanjut, maka untuk pengambilan uang pensiun tersebut ada tiga cara,
yaitu: secara langsung ke Kantor PT Taspen (Persero), transfet via bank (bank yang

bekerja sama dengan Taspen), dan via pos.

PT Taspen (Persero) dilihat dari penerepannya dalam

menyalankan prosedur {g ada beberapa factor yang bisa
menjadi pengl At belum ada sistem
sendiri untu kesadaran peserta
terhadap inf an informasi yang
kurang jelas. en (Parsero) Kota
Palopo dari yang masuk dari

Pemda belu oplIkas S ! ' g kas yang masuk

tersebut bisa saja Kantor Taspe kurang memperhatikan Kkinerja dalam
bertugas. Sedangkan Taspen (Persero) sendiri memiliki penilain bahwa tolak ukur
Taspen (Persero) telah bekerja dengan baik sesusai dengan aturan yang telah
ditetapkan bahwa target masuknya iuran 8% harus pertanggal 5 setiap bulan dan akan
diproses apabila peseta telah berhak menerima dana pensiunnya.

Kendala lain karena, dana pensiun terkadang tidak berjalan dengan baik

karena peserta yang tergolong masih aktif kerja yang akan menerima dana pensiun
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terkadang tidak sadar bahwa sistem pembayaran dana pensiun telah diterapkan
adanya LKO (Layanan Klaim Otomatis). Yang dimana Layanan Klaim Otomatis
sangat efektivitas dan efesiensi, serta salah satu inovasi oleh PT Taspen (Persero)
untuk memperluas jangkaun pelayanan, mempermudah dan mempercepat proses

pengurusan hak kepada penerima manfaat pensiun dalam melakukan pengurusan dan

pembayaran hak pensiun, sehigg grta yang telah terdaftar persyaratan

administrasi klaim diurys agi datang ke Kantor Taspen.
Karena, peser e 8 gatis dana Tunjangan
Hari Tua (T dilihat pada masa
jatuh tempo proses dan paling
lambata 3 (ti I kelengkapan dan

persyaratan g ansfer ke rekening

pemohon.
Selain d p penerapan sistem
pembayaran dana pensiu peraturan yang telah mengikat

dan berkaitan dengan kebijakan p Pay As You Go dapat dilihat dari segi
kelembangaannya, yang dimaksud adalah pihak berkepentingan dalam perumusan
dan pelaksanaa kebijakan sistem ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
Undang No. 11 tahun 1969 pasal 2 yang mengatakan bahwa: “Bagi pegawai
negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri

atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas bebab Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaran suatu Dana Pensiun
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yang akan diatur dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu
dibebankan atas anggaran termaksud”.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa selama belum terbentuknya Lembaga
Dana Pensiun, maka anggaran tersebut dibiayai langsung oleh APBN dan diberikan

kepada peserta pensiun setiap bulan seperti menganggarkan gaji, itulah sistem Pay As

You Go yang pendanaannya lang APBN karena PNS dibayarkan langsung

bukan melalui Lembaga Pensiun sudah terbentuk maka
pembiayaan pg ensiun atau dikenal
dengan siste enerapkan sistem
Fully Fundec datang.
Dari a Palopo sebelum
terbentuknya itu anggarannya

dibebankan

lembaga yang telah bekerjasama™e PT Taspen (Persero) secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi penerapan sistem Pay As You Go. Lembaga-
lembaga yang telah disebutkan diatas merupakan adalah lembaga yang memiliki
kewenangan tersendiri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi
bersama dengan BKN memiliki tugas merumuskan dan membuat suatu kebijakan

yang berkenaan dengan sistem pembiayaan pensiun serta melakukan evaluasi-

evaluasi terhadap kebijakan yang berkenaan dengan sistem pembiayaan pensiun.
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Namun, Pemerintah ingin menetapkan sistem Fully Fanded karena sistem Pay
As You Go sudah tidak cocok lagi diterapakan di Indonesia saat ini. Sebab kondisi
pensiun PNS setiap tahun bertambah banyak, yang ditakutkan pemerintah tidak
mampu memberikan biaya program pensiun yang akan berimbas peningkatan hutang

ke luar maupun dalam negeri. Serta Pemerintah khawatri akan lebih membebankan

APBN karena pola pembiayaan arang dilaksanakan dalam pembiayaan

program pensiun tidak g aaru masuk. Oleh sebab itlulah,
Pemerintah sya de. Karena dalam
penerapan si bipil uran tersebut
diakumulasik pgara  berlangsung
selama PNS masuki batas usia
pensiun, ma ntikan sedangkan

pembayaran iuran PNS dan

bekerja setiap bulan untuk digunaka ayaan program pensiun pegawai non aktif

atau disebut dengan Pensiun Janda/Duda Pegawai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan hasil analisis mengenai Sistem

Pembayaran Premi Asuransi Dana Pensiun di PT Taspen (Persero) Kota Palopo,

yaitu:
1. Sistem Pembayg pada PT Taspen (Persero)

Kota Pa Pkan sistem P

. luran tersebut
em Fully Funded.

ed dalam pandang

dan persyaratan lainnya.
2. Untuk proses evaluasi yang dilakukan pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo,

ada beberapa pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan perubahan
penerapan sistem Pay As You Go. Karena, sistem Pay As You Go selama ini telah
membebani APBN apalagi setiap tahun banyak peserta telah memasuki batas

usia pensiun membuat alokasi semakin meningkat. Evaluasi dilakukan dilihat

94
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dari kebijakan penetapan sistem Pay As You Go sebagai sistem pembayaran
Pensiun PNS yang dilihat dari segi kebijakan perupa peraturan-peraturan yang
mengikat dan bisa dilihat dari segi kelembagaannya, yakni pihak yang memiliki
peranan penting dalam perumusan dan pelaksanaan sistem ini. Untuk itu,

Pemerintah dalam menerapkan sisem Fully Funded bisa terlaksanakan apabila

Pemerintah telah berkominteg gewujudkan sistem tersebut serta adanya

kotribusi bersama 3 a, dibentukya Lembaga Dana
Pensiun, d
B. Saran
Pada pembayaran premi
asuransi dan htas, maka penulis
memberikan
1. Bagi P adap peserta agar
nenyeluruh mengenai
sistem pembayaran ' ' | o epada peserta, agar Kiranya
peserta yang awam tidak lag dan kebingunangan dari proses kerja
sistem pembayaran tersebut.
2. Bagi peserta untuk memperoleh informasi mengenai sistem pembayaran pensiun
sekiranya mencari informasi ke pihak Instansi yang terkait dalam hal Pay As You
GoPay As You Go ini PT Taspen (Pesero) Kota Palopo, agar tidak kesulitan lagi

memperoleh informasi yang akurat.
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PEDOMAN WAWANCARA

Transkrip Wawancara Terhadap Asman ADM Keungan:
1. Bagaimana sistem pembayaran premi asuransi dana pensiun yang diterapkan
pada PT Taspen (Persero) Kota Palopo?

2. Bagaimana proses alur penerapan sistem pembayaran premi asuransi dana

pensiun yang diterapkan g (Persero) Kota Palopo?

an IWP ke Taspen (Persero)



Transkrip Wawancara Terhadap Peserta:
1. Bapak/Ibu datang ke kantor Taspen (Persero) untuk urus berkas apa?
2. Sudah berapa tahun bapak/ibu pesiun?
3. Apa saja persyaratan administrasi yang dibutuhkan?

4. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum memasuki masa batas usia

pensiun?

5. Apakah ada ken tau pengurusan berkas?



Rngan, pada tanggal

Wawancara, g
16/08/2022.

Wawancara, , bapak Giri Pratama llyas selaku Asman ADM Keuangan, pada tanggal
18/08/2022.



Wawancara, Y Pirade pensjunan Guru
13/09/2022.

Wawancara, ibu Nurmala Mahmuddin pensiunan Janda/Duda Pegawai, pada tanggal
15/09/2022.



Wawabcara, unan Janda/Dut nggal 15/09/2022
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ou's ,J:pmbusan - .: .

.
.
..

1.
&
3.
4,
5.

ron

o

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitka

yapuun'a

. Surat Izin Penelitian ini dinyata

NORREEMIR A
120 190091125

PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : JI. K.H.M, Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesl Selatan Telpon : (0471) 326048

N

NOMOR : 1125/IP/DPMPTSP/IX/2022

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional limu F f dan T

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Penzlnan dan Non Perizinan di Kota Palopo;

Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendel yelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang

Monladl Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonpeﬂzman Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan
9 Palopo Kepada Dinas P Modal dan F Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

PADA

ISERO) KOTA PALOPO

. Menyerahkan 1 (satC 2 e i anaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota

ketentuan tersebut di atas.
an sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
" ‘Pada tanggal : 13 September 2022
1. la Dinas Penanaman Modal dan PTSP
|a Bidang Pengkajian gan Pemrosesan Perizinan PTSP

L

Kspala &an Kesbaln Prov. Sutsel
Walikita Paldpo
Dandim 1403 SWG
Kapolres Palopo
ls Badan Penelilian dnr; P-noombmm Kota Palopo
Kepaf Bhdan Kesbang Kota Palopo
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